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UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1966
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :

a. bahwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah manifestasi daripada perjuangan
seluruh bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;

b.  bahwa Pers Nasional harus merupakan pencerminan yang aktif dan kreatif daripada penghidupan dan
kehidupan bangsa berdasarkan Demokrasi Pancasila;

c. bahwa sesuai dengan asas-asas Demokrasi Pancasila pembinaan Pers ada di tangan Pemerintah bersama-
sama dengan Perwakilan Pers;

d. bahwa Pers merupakan alat revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk
pendapat umum serta alat penggerak massa

e. bahwa Pers Indonesia merupakan pengawal revolusi yong bawa darma untuk
Demokrasi Pancasila secara aktif dan kreatif;

f.  bahwa perlu adanya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang menjamin kedudukan
hukum persurat-kabaran dan kewartawanan, agar Pers Nasional dapat memenuhi fungsi yang sebaik-
baiknya, menuju terwujudnya Pers Sosial Pancasila.

Mengingat :
1. Pembukaan beserta pasal-pasal 28 dan 33 Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Sidang Pleno Komite Nasional Pusat 15 Desember 1949 tentang Perlindungan kepada Pers;
3. Ketetapan MPRS No. [I/MPRS/1960 Lampiran A tentang Penerangan Massa.
4. Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers;
5. Pasal 5 jo. pasal 20 Undang-undang Dasar 1945.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.
Memutuskan:
[. Mencabut:

a. Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan Pers;
b. Segala Peraturan perundangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
11. Menetapkan Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pers.
ABI
KETENTUAN YMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:
Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media
komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau
tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin
stensil atau alat-alat teknik lainnya.

2. P Pers ialah kabar harian, itan berkala, kantor berita, bulletin dan lain-
laln seperti yang tersebut nyal 6,7 dan 8 dalam pasal ini. .
3. ialah peke yang sah yang dengan

pcngolahnn dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan, gambar-gambar dan lain-lain sebagainya
untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film.

4. Wartawan ialah karyawan yang pekerjaan seperti yang dil dalam ayat
3 pasal ini secara kontinu.

5. Organisasi Pers ialah isasi wartawan dan i pers yang disahkan oleh Pemerintah.

6. Kantor Berita adalah pusat pcngumpulm dan penyebamn benla bahan-bahan informasi dan karangan-
karangan guna melayani harian, berkala, si radio, televisi, i

Pemerintah, badan umum dan swasta lainnya yang usahanya meliputi segala. perwujudan kehidupan
masyarakat Indonesia dalam tata pergaulan dunia.
7. Surat-kabar Harian ialah penerbitan setiap hari atau s¢kurang-kurangnya enam kali dalam seminggu.
Penerbitan Berkala ialah penerbitan lainnya yang diterbitkan dalam jangka waktu tertentu, sekurang-
kurangnya tiga bulan sekali.



9. Surat-kabar/berkala Pemerintah ialah surat kabar/berkala yang didirikan atas inisiatif danYang dibiayai
oleh Pemerintah,

. Pemerintah dalam Undang-undang ini adalah Menteri Penerangan, kecuali dalam pasal 6 ayat 3 dan ayat §
dan pasal 9 ayat 2 dan ayat 3.

=

BABII
FUNGSI, KEWAJIBAN DAN HAK PERS
Pasal 2
1. Pers Nasional adalah alat Revolusi dan merupakan mass-media yang bersifat aktif, dinamis kreatif,
edukatif, infc is dan mempunvai fungsi | dan pemupuk daya pikiran kritis
dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.
2. Pers Nasional berkewajiban :

a. . membela, mendukung, dan melak Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945 secara murni dan konsekuen.

b. j lak Amanat Penderit Rakyat, berlandasan Demokrasi Pancasila.

. memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers.

d. membina persatuan dan kekuatan-kek progresif- i dalam Perjuangan menentang
P s AL isme, k isme, dan

fasisme/dikfatur.
. menjadi penyalut pendapat umum yang konstiuktif dan progresif-revolusioner.
al 3

Pers mempunyai hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif,
Pasal 4
Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan.
Pasal 5
1. Kebebasan Pers sesuai dengan hak asasi warga-negara dijamin,
2. Kebebasan Pers ini didasarkan atas tanggung-jawab nasignal dam pelaksanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-
undang ini.
BABIII
DEWAN PERS
Pasal 6
1. Untuk mendampingi Pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers
nasional, dibentuk Dewan Pers.
2. Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil-wakil organisasi pers dan ahli-ahli dalam bidang pers.
3. Syarat-syarat organisasi pers yang dapat mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Pers, jumlah anggota
dan yarat k i dengan Peraturan Pemerintah.
4. Penetapan anggota-anggota ahli dalam bidang pers dan tambaban keanggotaan diputuskan oleh Pemerintah
bersama-sama dengan anggota yang mewakili organisgsi pers.
5. Keanggotaan dalam Dewan Pers disahkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
1. Ketua Dewan Pers adalah Menteri Penerangan,
2. Pimpinan Harian Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota-anggota Dewan Pers.

3. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenal tugas Dewan Pers, cara-cara bekerjanya, cara-cara penggantian
lowongan dalam Dewan Pers dan sebagail dif oleh Pemerintah be dengan Dewan
Pers.

BABIV
* HAK PENERBITAN DAN FASILITAS PERS
Pasal 8
1. Setiap warga-negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat kolektif sesuai dengan hakekat
Demokrasi Pancasila.
2. Untuk ini tidak diperlukan Surat Izin Terbit.

Pasal 9
1. Untuk menyempurnakan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri badan-badan Pers kolektif dalam
mendirikan kantor berita.
Pemerintah dapat mendirikan sebuah kantor berita.
Hal-hal yang menyangkut persoalan kantor berita diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 10"

wN



2.

Jika dianggap perlu Pemerintah Pusat dapat menerbitkan sebanyak-banyaknya satu Herian dalam bahasa
Indonesia dan satu Harian dalam tiap bahasa asing yang dianggap perlu.
Pemerintah dapat menerbitkan penerbitan berkala yanii bersifat informatoris dan keahlian.

Pasal 11

Penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham
Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang.

Pasal 12

Jika dianggap perlu, Pemerintah memberikan bantuan kepada Pers Nasional berupa fasilitas-fasilitas untuk
terjaminnya kehidupan dan penghidupan pers.

BABV
PERUSAHAAN PERS

Pasal 13
Penerbitan Pers harus diselenggarakan oleh Perusahaan Pers berbentuk badan hukum yang mengutamakan
sifat-sifat yang diatur secara gotong-royong kekeluargaan terpimpin, sesuai dengan, ketentuan-ketentuan
Undang-undang Dasar Pasal 33
Modal Perusahaan Pers harus seluruhnya modal nasional, sedang pendiri-pendiri dan pengurusnya harus
seluruhnya warga-negara Indonesia.
Perusahaan Pers dnlarang membenkan atau menerima jasa/bantuan/sumbangan kepada/dari fihak asing,

kecuali dengan setelah Dewan Pers.
Perusahaan Pers diwajibkan menjadi anggota Organisasi Perusahaan Pers.
Pasal 14

Pimpinan sesuatu penerbitan Pers terdiri atas Pimpinai Umum, Pimpinan Redaksi dan Pimpinan
Perusahaan.
Yang dapat memegang sesuatu penerbitan Pers, baik Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi ataupun
Pimpinan Perusahaan, seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adalah orang-orang yang tidak pernah
tersangkut dalam aksi-aksi kontra revoiusi.
Pimpinan dan susunan dalam k harus bersifat terpimpin antara
karyawan pengusaha, karyawan wartawan, karyawan administrasi/tehnik dan karyawan pers lainnya.
Pimpinan Umum, Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Perusahaan harus memahami benar-benar kedudukan
dan fungsi Pers seperti yang dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini.
Syarat-syarat lain untuk menjadi Pimpinan Umum, Pinipinan Redaksi dan Pimpinan Perusahaan diatur oleh
Pemerintah ber sama-sama dengan Dewan Pers.

Pasal 15
Pimpinan Umum jawab atas k itan baik ke dalam maupun ke luar,
Pemnggunyn -jawab Pemlmpm Umum terhadap hukum dapat dipindahkan kepada Pemimpin Redaksi
mengenai isi penerbitan (redakswnal) dan kepada Pemimpin Penlsahun mengenai soal-soal perusahaan.

Pemimpin Redaksi atas dan wajib melayani hak jawab dan
koreksi.
Pemimpin Redaksi dapat i -jawabnya terhadap hukum mengenai sesuatu

tulisan kepada anggota redaksi yang lain atau kepada p=nulisnya vang bersangkutan.
Dalam mempertanggung-jawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi,
anggota Redaksi atau, Penulisnya mempunyai hak tolak..
BABVI
WARTAWAN
Pasal 16
Syarat-syarat untuk menjadi wartawan ialah
a. warga-negara Indonesia,
b. i fungsi dan jiban pers sebagai tercantum dalam pasal 2

dan pasal 3 Undang-undang ini,

c.  berjiwa Pancasila dan tidak pernah berkhianat terhadap revolusi,

d. memiliki kecakapan, pengalaman pendidikan, akhlak tinggi dan pertanggungan-jawab.
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Wartawan ditetapkan oleh Pemeritah bersama-sama dengan
Dewan Pers.

BABVII
PERS DAN WARTAWAN ASING
Pasal 17



Perusahaan Pers Asing tidak dibenarkan didirikan di dalam wilayah Republik Indongsia.

Dengan izin Pemerintah pers asing dapat beredar di Indonesia.

Pemerintah meiarang masuk dan pers asing yang ikan atau

negara dan revolusi Indonesia.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenal pers asing di Indonesia diatur oleh Pemerintah bersama-sama
dengan Dewan Pers.

Perwakilan Kantor Berita Asing dapat didirikan di Indonesia setelah mendapat izin dari Pemerintah.
Perwakilian Kantor Berita Asing dan Penerbitan Asing di Indonesia harus terdafiar pada Pemerintah dan
Dewan Pers.

Pasal 18
Wartawan asing dapat melakukan pekerjaan kewartawanan di Indonesia dengan syarat-syarat:
a.  mewakili suatu perusahaan pers di luar negcri,
b. tidak memusuhi revolusi Indonesia,
c.  disahkan oleh Pemerintah dan terdaftar pada Dewan Pers.
Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai wartawan asing diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan
Dewan Pers.
BABVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

Setiap orang atau badan hukum, yang dengan cara apa pun, baik langsung ataupun tidak Iangsung melakukan atau

menyuruh

atau perb by di luar hukum yang mempunyai akibat

P
mengurangi/meniadakan jiwa pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara selama-
selamanya satu tahun.

BABIX
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 20
a.  Dalam masa, penalihan keharusan mendapatkan Surat Izin Terbit masih berlaku sampai ada
keputusan pencabutannya oleh Pemerintah dan D.P.R.G.R.
b.  Ketentuan-ketentuan mengenai Surat Izin Terbit dalam masa perali.h,an.diatur oleh Penierintah
bersama-sama dengan Dewan Pers.
Pemberian bantuan Pemerintah kepada Pers Nasional seperti yang dllaksanakan sebelum Undang-undang
ini diundangkan, berjalan terus sampai ada baru yang oleh P
Dalam tempo selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Undang-undang ini diundangkan, Pemerintah
harus sudah mengeluarkan Peraturan Penierintah Pelaksanaan Undang-undang ini.
Perusahaan Pers yang telah ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini dalam waktu 3 (tiga) bulan
sesudah dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan tersebut dalam ayat 3 pasal ini, harus sudah menyesuaikan
bentuk, pimpinan dan susunan dengan ketentuan-ket dalam Undang-undang ini, dan
sudah mendaftarkan perusahaannya kepada Pemerintah dan Dewan Pers.
Seseorang yang pada waktu Undang-undang ini diundangkan sudah bekerja sebagai wartawan sedikitnya 3
(tiga) tahun, diakui sebagai wartawan.
Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini diatur oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan
Pers.

BABX'
PENUTUP
Pasal 21
Undang-undang ini disebut Undang-undang tentang ke(enman ketentuan Pokok Pers.
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diund: 1g-undang ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 1966.
Presiden Republik Indonesia,
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Desember 1966.
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN.




UNDANG-UNDANG No. 4 TAHUN 1967
TENTANG
PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG No. 11 TAHUN 1966
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KAMI,
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang; bahwa pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok
Pers perlu ditambah dengan satu ayat untuk lebih menegaskan pelaksanaan diktum pertama dari Undang-
undang tersebut;
Mengingat :
I. Pasa!'S dan pasal 20 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan MPRS No, XIX/MPRS/1966;
3. Ketetapan MPRS No, XXXII/MPRS/I966;
4. Ketetapan MPRS No, XXXHI/MPRS/I966;
Dengan, persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;
Memutuskan
Menetapkan : .
Undang-undang tentang Penambahan Undang-undang No. 11 tahun 1966.
Pasal |
1. Pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pers ditambah dengan ayat 2 baru, yang berbunyi sebagai berikut ;
Dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidik berlaku ketentuan-ketentuan dalam Penetapan
Presiden No. 4 tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat
mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian,
majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala,
2. Ayat 2 pasal 2] Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers
menjadi ayat 3.
Pasal 2
Undang-undang ini mulai berlaku Pada hari diundangkan,
Agar supaya setiap orang i i Undang-undang ini dengan
penempatan dalam Lembaran-Negara,

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 6 Mei 1967, «
Pd. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di : Jakarta

Pada. tanggal : 6 Mei 1967

A.n. Sekretaris Negara Sekretaris
Presidium Kabinet, -
ttd.

SUDHARMONO, S.H,

Brig. Jen. T.N.I.

Salinan sesuai dengan aslinya
Presidium Kabinet Ampera
A.n. Sekretaris,

ttd.

ALI AFFANDI, r
Letkol. Inf. Nrp. 110877,
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MENTERI PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA | |

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENERANGANi
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 214A/KEP/MENPEN/1984

tentang

PROSEDUR DAN PERSYARATAN
UNTUK MENDAPATKAN

SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS |

MENTERI PENERANGAN REPUBLIK INDONESIA

nimbang :

Bahwa dengan dikeluarkannya Per- 4,

uran Menteri Penerangan Republik
donesia Nomor 01/PER/MENPEN/84
ntang Surat Izin Usaha Penerbitan
rs, dipandang perlu menetapkan Pro-

dur dan Persyaratan untuk mendapat- 5

n Surat Izin Usaha Penerbitan Pers
[UPP).

engingat :

Kitab Undang-undang Hukum Da- 6.

gang (Staadsbald Tahun 1847 No-

mor 23) sebagaimana telah diubah 7.

dan ditambah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1971
(Lembaran Negara Tahun 1971
Nomor 20, Tambahan Lembaran

baran Negara Nomor 2832);
Undang-undang Nomor 3 Tahun
1982 tentang Wajib Daftar. Perusa-
haan (Lembaran Negara Tahun
1982 Nomor 7, Tambahan Lembar-
an Negara Nomor 3214);

Peratufan Pemerintah Nomor 1
Tahun 1984 tentang Dewan Pers
(Lembaran Negara , Tahun 19§4‘
Nomor 1); '
Keputusan Presiden Nomor 454M
Tahun 1983;

Peraturan Menteri Penerangan
Republik Indonesia Nomor 01/
PER/MENPEN/1984 tentang Surat |
Izin Usaha Penerbitan Pers. '

Negara Nomor 2959); Memperhatikan :

Undang-undang Nomor 11 Tahun

Saran-saran dan per.timbarigan De-

1966 tentang Ketentuan-ketentuan wan Pers.

Pokok Pers (Lembaran Negara Ta-
hun 1966 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2822)
dan Undang-undang Nomor 21

| ' 1

MEMUTUSKAN: '

Tahun 1982 (Lembaran Negara Menetapkan : \

Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan

SURAT KEPUTUSAN MENTERI

Lembaran Negara Nomor 3235); PENERANGAN REPUBLIK INDO E-
Undang-undang Nomor 12 Tahun  g]A TENTANG PROSEDUR DAN PER-
1967 tentang Pokok-pokok Perko- SYARATAN UNTUK MENDAPATKAN
perasian (Lembaran Negara Tahun  SURAT IZIN USAHA' PENERBITAN

1967 Nomor 23, Tambahan Lem- PERS.

|



BAB I

PROSEDUR DAN PERSYARATAN
PERMOHONAN SIUPP

Pajal 1

| Perusa.haan/penerbidn pers yang
dapat mengajukan permohonan untuk

- | mendapatkan SIUPP adalah perusahaan/

penerbit pers yang telah memenuhi
ketentuan-ketentuan sebagaimana di-
maksud dalam Peraturan Menteri Pene-
rangan Nomor 016PER/MENPEN/1984
tentang Surat Izin Usaha Penerbuan
Pers.

Pasal 2
(1) Permoh s i dimaksud
dalam Pasal 1 Surat Keputusan ini
diajukan oleh pimpi per

[penerbit pers secara tertulis kepada

Menteri Penerangan dengan melam-

pirkan :

a. Formulir permohonan SIUPP
Yang telah diisi selengkapnya

, dalam rangkap 5 (lima) dan
dibubuhi materai secukupnya;

b. Surat pernyataan di atas kertas
bermaterai bahwa penerbitan
| pers; mlengutamakan  sifat idiil
dan dikelola berdasar atas asas

kekeluargaan sesuai dengan ha-.

| kekat Demokrasi Pancasila;

c.| $alinan/foto copy pengesahan
dan/atau pendaftaran akta pen-
dirian perusahaan/penerbit pers
dari instansi yang berwenang
untuk 'itu sekurang-kurangnya
Surat Keterangan dari Notaris
Jbahwa akta tersebut sedang
dalam proses penyelesaian/pe-
ngesahan dan/atau pendaftaran;
Surat pernyataan tentang modal
kerja sekurang-kurangnya untuk
pembiayaan penerbitan pers se-
cara teratur selama satu tahun
yang dibuktikan dengan jamin-
an bank
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Surat Nctcrangan domisili per-
usahaan/penerbit pers dari Lu-
rah/Camart setempat:
Salinan/foto copy Surat Kete-
rangan izin tempat usaha dari
Pemerintah Daerah setempat
yang berwenang sepanjang di-
wajibkan oleh ketentuan-keten-
tuan dalam  Undang-undang
Gangguan (HO);

Surat Keputusan pimpinan per-
usahaan/penerbit pers tentang
susunan pengasuh penerbitan
pers;

Riwayat hidup dan 3 (tiga)
_lembar pas foto 3 x 4 Cm dari

haan/

pendiri/pi per
penerbit pers dan pengasuh ser-
ta Surat Keterangan berkelaku-
an baik dan tidak pernah ter-
sangkut aksi-aksi menentang
Pancasila dan/atau instansi lain-
nya yang berwenang;

Foto copy Kartu Tanda Pen-
duduk (KTP) pengasuh pener-
bitan pers;

Surat tanda pelunasan pajak
(fiskal) perusahaan/pencrbitan
pers tahun terakhir dan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dari Kantor Pajak setempat;
Rekomendasi dari Serikat Pe-
nerbit Suratkabar (SPS) Cabang
dan Pusat mengenai perusahaan
/penerbit pers serta bagi Pe-
mimpin Umum dan Pemimpin
Perusahaan penerbitan pers;

Rekomendasi dari Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Ca-
bang dan Pusat sepanjang mec-
nyangkut bidang kewartawanan
bagi Pemimpin Redaksi pcncr-J
bitan pers;

. Surat pernyataan dari percetak-

an tentang kesediaan mencetak
penerbitan pers yang bersang-
kutan; .



n.

o

£

Surat Tanda Daftar Perusahaan
dari Departemen Perdagangan;
Salinan/foto copy ketetapan
perusahaan/penerbit pers ten-
tang pembagian saham dan/atau
bentuk pemilikan lainnya seku-
rang-kurangnya 20% dari modal
perusahaan yang diperuntukkan
bagi karyawan perusahaan serta
ketentuan tentang syarat-syarat
pemilikan dan pengalihannya.
Apabila pengasuh penerbitan
pers dijabat oleh pendiri/peme-
gang saham prioritas perusahaan
/penerbit pers yang bersangkut-
an, maka hal ini tidak mengu-
rangi hak pemilikan saham
sekurang-kurangnya 20% yang
diperuntukkan bagi karyawan
pers;

Salinan/foto copy surat per-
janjian kerja antara perusahaan/
penerbit pers dengan karyawan-
nya tentang jaminan Kkesejahte-
raan.

Permohonan SIUPP dari perusahaan

[penerbit

pers yang berbentuk

Perseroan Terbatas (PT) disamping

melengkapi

persyaratan tersebut

dalam ayat (1) pasal ini, juga harus
melampirkan :

a.

Salinan/foto copy akta pendiri-
an perusahaan/penerbit pers
yang dibuat dihadapan Notaris;
Salinan/foto copy risalah Rapat
Umum Pemegang saham ten-
tang pengangkatan Direksi dan
Dewan Komisaris;

Daftar nama-nama pemegang
saham serta jumlah dan nilai
saham yang dimiliki.

Permohonan SIUPP dari perusahaan
Ipenerbit per yang berbentuk Kope-
rasi, disamping melengkapi persya-
ratan tersebut dalam ayat (1) pasal
ini, juga harus melampirkan :

a.

Salinan/foto copy akta pendiri-
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an perkumpulan Koperasi yang

disahkan oleh Departemen Ko- |

perasi.

Salinan/foto copy risalah Rapat
Anggota tentang pengangkatan
Pengurus dan Badan Pemeriksa/
Penasehat;

Salinan/foto copy Surat Kete-
rangan dari Departemen Kope-'
rasi tentang nama dan jabatan
pengurus;

Jumlah modal, daftar nalna ang-
gota berikut sunpanannya ma-
sing-masing. |

(4) Permohonan SIUPP dari perusahaan
/penerbit pers yang berbentuk Ya-
yasan, disamping melengkapi per-
syaratan dalam ayat (1) pasal ini, '
juga harus melampirkan : \

a.

Salinan/foto copy al‘da lpend;'}i-
an perusahaan/penerbit pers
yang dibuat dihadaphn Notaris;
Daftar nama Pendiri/Badan Pen-
diri dan Pengurus Pertamg ber-
ikut pcrubahan-perubahannya
Surat Keputusan Pendiri/Badan
Pendiri tentang peng:ngkatan
Pengurus; 1

. Jumlah modal dasar/harta kekaq

yaan yang disisihkan. | ,

Pasal 3| | |

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Penerangan setempat ke&uah DKI Jakar-
ta setelah memeriksa kelengkapan per-
syaratan sebagaimana dimaksud 'dalam
Pasal 2 Surat Keputusan ini, meneruskan
berkas permohonan SIUPP yang ber-
sangkutan kepada Menteri Penerangan
dengan disertai pertimbangan tertulis.
Permohonan SIUPP oleh perusahaan/
penerbit pers yang berdomisili di wilayah
DKI Jakarta, langsung diajukan kepada
Departemen Penerangan.

Pasal 4

Bagi perusahaan/penerbit' per$ yang



kc;;iatanl usa.lwnila mencakup percetakan
pers maka untuk mendapat izin usaha
pcrcetakan dari Departemen Perindustri-
dn memerlukan rekomendasi dari Men-
teri Penérangan,

BAB 1II
PEMBERIAN SIUPP

Pasal 5

Permohonan  perusahaan/penerbit
Pers yang telah memenuhi prosedur
dan persyaratan sebagaimana di-
maksud dalam Pasal-pasal 1, 2 dan
3 Surat Keputusan ini, akan diaju-
kan kepada Menteri Penerangan
untuk dipettimbangkan pemberian
'SIUPP-nya. )
[Untuk masing-masing permohonan
yang bersangkutan apabila telah
mendapat persetujuan Menteri Pe-
nerEngan ‘akan dikeluarkan SIUPP-
nya.

¢V}
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Pasal 6

Perusahaan/penerbit pers yang su-
dah mendapat SIUPP harus menerbitkan
penerbitan' persnya selambat-lambatnya
dalam waktu 3 (tjga) bulan sejak SIUPP
dikeluarkan.

! Pasal 7

Perusahaan/penerbit pers yang su-
dah mendapat SIUPP harus menerbitkan
penerbitan persnya secara teratur dan
terus-menerus sesuai dengan periode
terbit yang tercantum dalam SIUPP.

'

Pasal 8 |

Perusahaan/penerbit pers diharus-
kan :

a. Mencantumkan dalam boks pe-
nerbjtannya sekurang-kurang-
nya nomor dan tanggal SIUPP,
nama dan alamat perusahaan/
penerbit pers, pengasuh pener-
! bitan pers termasuk penang-
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gungjawabnya dan nama perce-
takan di mana penerbitan pers
tersebut dicetak;

. Mengirimkan nomor bukti pe-
nerbitan persnya setiap terbit
kepada Departemen Penerangan
cq. Direktorat Pembinaan Pers.

Pasal 9

Setiap penerbit pers wajib meng-
ikuti inventarisasi pertumbuhan dan per-
kembangan pers yang diselenggarakan

oleh Departemen Penerangan setiap
tahun.
" BAB III
PERUBAHAN-PERUBAHAN SIUPP
Pasal 10

(1) Perusahaan/penerbit pers tidak di-
perbolehkan melakukan perubahan-
perubahan yang bersifat administra-
tif sebagaimana tercantum dalam
SIUPP tanpa persetujuan tertulis
dari Menteri Penerangan,

Perubahan sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini mencakup :

a. Nama, bentuk dan susunan
pimpinan/penerbit pers;

Nama, periode terbit, susunan °
pengasuh, misi/motto, bentuk/
jenis penerbitan pers dan nama
percetakan yang mencetak pe-
nerbitan pers yang bersangkut-
an;

Perubahan yang mengakibatkan
pengalihan hak dan tanggung
jawab pengelolaan usaha pener-
bitan pers kepada pihak’ lain
dalam bentuk apapun.

)

b.

Pasal 11

Untuk perubahan sebagaimana ter-
sebut dalam Pasal 10 ayat (2) huruf
a Surat Keputusan ini, Pimpinan
Perusahaan/penerbit pers mengaju-

@



kan permohonan tertulis kepada

Menteri Penerangan dengan melam-

pirkan :

a. Salinan/foto copy risalah Rapat
Umum' Pemegang Saham bagi
Perseroan Terbatas (PT), risalah
Rapat Anggota bagi Koperasi,
risalah Rapat Pendiri/pengurus
bagi Yayasan tentang perubah-
an dimaksud;

b. Salinan/foto copy akta per-
ubahan yang dibuat dihadapan
Notaris;

c. Riwayat hidup dan 3 (tiga)
lembar pas foto 3 x 4 Cm dari
Pendiri/Pimpinan  perusahaan/
penerbit pers yang baru, serta
Surat Keterangan berkelakuan
baik dan tidak pernah tersang-
kut aksi-aksi menentang Panca-
sila dari Kepolisian setempat
dan/atau instansi lainnya yang
berwenang;

d. Rekomendasi dari Serikat Pe-
nerbit Suratkabar (SPS) Cabang
dan Pusat.

Untuk perubahan susunan pengasuh

penerbitan pers sebagaimana terse-

but dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b

Surat Keputusan ini, pimpinan per-

usahaan/penerbit pers mengajukan

permohonan tertulis kepada Men-

teri P dengan 1

kan :

a. Surat Keputusan pimpinan per-
usahaan/penerbit pers tentang
perubahan susunan pengasuh;

b. Berita Acara serah terima jabat-
an pengasuh penerbitan lama
dengan yang baru;

c. Riwayat hidup dan 3 (tiga) lem-
bar pas foto 3 x 4 Cm dari pe-
ngasuh penerbitan pers yang
baru serta Surat Keterangan
tidak pernah tersangkut aksi-
aksi menentang Pancasila dari

lic dan/
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tidak diperkenankan.

instansi laumya yang berwe-
nang;

d. Foto copy Kartu Tanda Pendu-
duk (KTP) pengasuh penerbitan
pers yang baru; I

e. Rekomendasi dari Serikat Pe-
nerbit Sumtl&abqr (SPS) Cabang
dan Pusat untuk Pemimpin
Umum dan/atau Prmu'npm Per-
usahaan yang baru,

f. Rekomendasi dari Persatuan

. Wartayan Indonesia (PWI), Ca-
bang dan Pusat untuk Pemim-
pin Redaksi yang baru,

LK) 1

Untuk perubahan nama penerbitan,

periode terbit, sifat isi dan bentuk/

jenis, Pimpinan Perusahaan/Pener-
bit penerbitan pers mengaju
permohonan tertulis kepada Men-
teri Penerangan dengan melampir-
kan:

a. Surat Keputusan Pimpinan Per-
usahaan / Penerbit \penerbitan
pers tentang pcrubahan yang
dimaksud;

b. Rekomendasi dari Serikat Pe-
nerbit Suratkabar (SPS) Cabang
'dan Pusat,

Untuk perubahan/pindah, cetak pe-

nerbitan pers, Pemimpin penerbitan

pers mengajukan permohonan ter-
tulis kepada Menteri Penerfngan
dengan melampirkan :

a. Surat Keterangan tidak berke-
beratan pindah cetak dari per-
cetakan yang lama; |

b. Surat Ketel‘-angan kesanggupan
mencetak dari percetakan yang
baru,

Perubahan sebagalmanL tersebut

dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c,

I

Pasal 12
Kepala Kantor Wx.layah Departemen

p 4

pat kecuali DKl Jakar-



ta set¢lah memeriksa persyaraéan permo-
honan perubahan sebagaimana dimaksud
dalagm Pasal 11 Surat Keputusan ini me-
neruskan perkas permohonan yang ber-
sangkutan kepada Menteri Penerangan
dengan disertai pertimbangan | tertulis.
Permohonan SIUPP oleh perusahaan/
penerbit pers yang berdomisili di wilayah
DKI Jakarta, langsung diajukan kepada
Departemen Penerangan.

Pasal 13 !

Kepada perusahaan/penerbit  pers
yang sudah memenuhi prosedur dan
persyaratari sebagaimana dimaksud Pasal
11! dan 12 Surdt Keputusan ini setelah
dipertimbangkan‘oleh Menteri Penerang-
an dapat diberikan persetujuan untuk
meng§dakan ‘gembnhan-perubahan yang
dimaksud.

Pasal 14

Setiap penerbith edisi khusus yang
menga.kibatkrm pena}mbahan jumlah ha-
laman/edisi peneﬂbitan atau serta pemu-
atan sisipan/bonus -dalam bentuk apaun
yang dilakukdn oleh penerbitan pers

_harus mendapat persetujuan dari Menteri
Penemngan.' | .
]

BAB IV
KE’I“ENTUAN  PERALIHAN
Pasal 15

. Perusahaan/penerbit pers yang telah
ada dan memiliki izin pada saat mulai

berlakunya >urat Keputusan ini yang
periode terbit penerbitan persnya tidak
sesuai dengan wzin yang dimiliki, dalam
pemberian SIUPP  disesuaikan dengan
kenyataan periode terbit sekurang-ku-
rangnya selama 6 (enam) bulan terakhir
sebelum permohonan SIUPP diajukan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum tercakup diatur
dalam Surat Keputusan ini akan ditetap-
kan tersendiri.

Pasal 17

Surat Keputusan ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, me-
merintahkan penempatan Surat Keputus-
an ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan : JAKARTA.
Pada tanggal : 30 Nopember 1984.
MENTERI PENERANGAN R.I

ttd
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS

GENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

a.

o

C.

bahwa kemerdekaan pers merupakan salan
satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur
yang sangat penting untuk menciptakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang demokratis, sehingga
kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan
pendapat sebagaimana tercantum dalam
pasal 28 Undang-Uncang Dasar 1945 harus
dijamin.

bahwa dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bemegara yang demokratis,
kemerdekaan menyatakan pikiran dan
pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak
memperoleh informasi, merupakan hak asasi
manu.sia yang sangat hakiki, yang diperiukan
untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,
memajukan kesejahteraan umum, dan
mencerdaskan kehidupan bangsa;

bahwa pers nasional sebagai wahana

1



Mengingat

a

°®

»

komunikasi massa, penyebar inférmasi dan
pembentuk opini harus dapat melaksanakan
asas, fungsi, hak, kewajiban dan peranannya
dengan sebaik-baiknya  berdasarkan
kemerdekaan pers yang profesional, sehingga
harus mendapat jaminan dan perlindungan
hukum, serta bebas dari campur tangan dan
paksaan dari manapun;

bahwa pers nasional berperan ikut menjaga
ketertiban dunia yang berdasarkan kemer-
dekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah
tidak sesuai dengan tuntutan perkembanga_n
zaman;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-

mana dimaksud dalam huruf a, b, ¢, d, dan e,
perlu dibentuk Undangundang tentang Pers.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27,
dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan ‘Rakyat
Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998
tentang Hak Azasi Manusia;




Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1.

3.

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa
yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara,
gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dablam
bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media
elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang
menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media
cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan
media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan,
menyiarkan, atau menyalurkan infdrmasi‘

Kantor berita adalah p pers yang melayani media




cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat
umum dalam memperoleh informasi.

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan
Kegiatan jurnalistik,

Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi
Pperusahaan pers.

Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh
Perusahaan pers Indonesia.

Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan
pers asing.

Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian
atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atay
disiarkan, atay tindakan teguran atau peringatan yang bersifat
mengancam dari pihak manapun dan atau kewajiban melapor
serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan
kegiatan jurnalistik, ’

Pembredelan atay pelarangan Penyiaran adalah Ppenghentian
penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau
melawan hukum.

- Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk

menolak mengungkapkan nama dan atay identitas lainnya dari
sumber berita yang harus dirahasiakannya.

- Hak Jawab adalah hak Seseorang atau sekelompok orang untuk

memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan
berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

- Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atay

membetulkan kekeliruan informasi );ang diberitakan oleh pers,
baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.



13. Kewadjiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau
ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar
yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang
bersangkutan.

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi
kewartawanan

BAB Il
ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat

yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi
hukum.

Pacsal 3

(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi,
pendidikan, hiburan dan kontrolsosial.

(2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat
berfungsi sebagai lembaga ekonomi,

Pasal 4

(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara.
2 Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran,

p 1 atau pel; gan penyiaran.
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(3) Untuk menjamin kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai
hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan
informasi.

(4) Dalam mempenanggungjawabkan Pemberitaan di depan hukum,
wartawan mempunyai Hak Tolak,

Pasal 5

(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini
dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan
masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.

(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan Peranan sebagai berikyt:

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

b.  menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi; mendorong terwujudnya
Supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati
kebhinekaan; .

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang
tepat, akurat, dan benar; :

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

e. mMemperjuangkan keadilan dan kebenaran,




BAB il
WARTAWAN

Pasal 7

(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan
hukum.

BAB IV
PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan

perusahaan pers.
(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum
Indonesia
Pasal 10
Pen 1 pers ikan kesej kepada wartawan dan

karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau
pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.
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Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui
pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan
Penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan;
khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat
percetakan,

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan :

4. yang berakibat merendahkan Martabat suatu agama dan atau
mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta
bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; .

. peragaan wujud rokok dan atau Penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk rﬁengembangkan pemberitaan ke dalam dan keluar negeri,
setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor
berita,




BABV
DEWAN PERS

Pasal 15

(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan
meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers
yang independen.

(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak
lain;

b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan
pers; o

c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik
Jumalistik; ’

d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan
penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus
yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan
pemerintah;

f. fasilitasi organisasi-organi i pers dalam menyusun
peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan
kualitas profesi kewartawanan;

g. mendata perusahaan pers.

(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:
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a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan:

b.  pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi
Perusahaan pers:

C. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi,
dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan
dan organisasi perusahaan pers,

(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.

(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaky untuk masa tiga tahun dan
sesudah ity hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode
berikutnya.

(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :

a. organisasi pers;
b. perusahaan pers;
C. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI
PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers
asing di lndonesia'disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.




BAB vi
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan
kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi
yang diperlukan,

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat berupa:

4. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran
hukum, etika, dan k‘ekeliruan teknis pemberitaan yang
dilakukan oleh pers;

b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers
dalam rangka menjaga dan Mmeningkatkan kualitas pers

nasional.

BAB v
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

(1) Setiap orang yang secara melawan hukym dengan sengaja
Melakukan tindakan yang berakibat menghambat atay
menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasa) 4 ayat (2) dan ayat
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(3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00,- (lima ratus juta
rupiah).

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1)
dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah).
Perusahaan pérs yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2)
dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.
100.000.000,00- (seratus juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan
perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan
atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan
fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti
dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini,
Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya
undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan
undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu)
tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang—undarig Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2815 ) yang telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3235);

2. Undang-;mdang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang
Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan yang lsinya
Dapat Menganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3)
sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin,
surat-surat kabar harian, majal jalah, dan penerbitan-
penerbitan berkala;

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal, 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal, 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG
PERS

UMUM :

_ Pasal 28 Undang-undang dasar 1945 menjamin
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media
cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah
satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal
sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar
1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.
Fungsi maksimal itu diperiukan karena kemerdekaan pers
adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan
merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis ity
pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem
penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta
keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan
menyampaikan -informasi juga sangat penting untuk
mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan
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Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang “Hak Asasi
Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa satiap orang
berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan
dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak
AsasiManusia Pasal 18 yang berbunyi : “Setiap orang berhak
atas kebeb. )punyai dan luarkan pendapat;
dalam hak ini t k kebeb. menmiliki pendapat tanpa
gangguan, dan untuk mencari, menerima; dan menyampaikan
informasi dan buah pikiran melalui media apa safa dan
dengan tidak memandang batas-batas wilayah".

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat
penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun
penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan

peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang,
karena itu dituntut pers yang profesional dan tecbuka dikontrol
oleh masyarakat.
Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang
dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh
lembaga-lembaga ki Y seperti media
(media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk
dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindsh,
undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah

. diatur dengan ket P 1 per g G-

lainnya.
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. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Perusahaan pers dikelola sesyaj dengan prinsip
ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para
wartawan dan karyawannya semakin meningkat
dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.
Pasal 4
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin
sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers
bebas dari tindakan Pencegahan, pelarangan, dan

atau penekanan agar hak masyarakat untuk’

memperoleh informasi terjamin,

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang
disertai kesadaran akan pentingnya Penegakan
supremasi hukum yang dilaksanakan oleh
pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang
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dijabarkan dalam Kode Etik Jumalistik serta sesuai
dengan hati nurani insan pers.

Ayat (2)
Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan
penyiaran tidak beraku pada media cetak dan media
elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari
pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam
ketentuan undang-undang yang beraku. '

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Tujuan utama HakTolak adalah agar wartawan dapat
melindungi sumber informasi, dengan cara menolak
menyebutkan identitas sumber informasi.
Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai
keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta -
menjadi saksi di pengadilan.
Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan
keselamatan negara atau ketertiban umum yang
dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal §
Ayat (1)
Pers nasional dalam yiarkan infi i, tidak

menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan
seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang
masih dalam proses peradilan, serta dapat
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mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang
terkait dalam pemberitaan tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 6
Pers Nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi
hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan
pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang
tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong
ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya
supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

'Pasal 7
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jumalistik” adalah
kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan
ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum" adalah
jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat
kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak,
kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang beraku.
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Pasal 9

Ayat (1)
Setiap warga negara Indonesia berhak atas
kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan
Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan
pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,
Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang
penting  dan strategis dalam kehidupan
bermasyarakat. berbangsa, dan bernegara. Oleh
karena itu, negara dapat mendirikan Pperusahaan pers
dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk
menyelenggarakan usaha pers.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan * bentuk kesejahteraan lainnya «
adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan
lain-lain.
Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan
wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11
Penambahan modal asing pada Perusahaan pers dibatasi
agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Pasal 12

Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara :

a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan
penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat
percetakan.

b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan
penanggung jawabnya pada awal atau akhir setiap
siaran karya jumalistik;

¢. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan
karakter media yang b: gkutan.

Pengumurnan tersebut dimaksudkan sebagai wujud

pertanggungjawaban atas karya jumalistik yang diterbitkan

atau disiarkan.

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah

penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang

usaha dan bidang redaksi.

Sepanjang menyangkut. pertanggung jawaban pidana

menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jetas

Pasal 15
Ayat (1)
Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk

g \gkan kemerdekaan pers dan me-
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ningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.
ayat (2)
Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat
sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang
berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan
dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jumnalistik.
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
- Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Untuk melaksanakan peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam ayatini dapat dibentuk
lembaga atau organisasi p 1 media (media
watch).




Pasal 18

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh
perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili
oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud
dalam penjelasan Pasal 12.

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887
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Lampiran IV



Pidato Pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie Di Depan Sidang Paripurna
MPR 14 Oktober 1999

Ketua dan para Wakil Ketua serta Anggota Majelis Pemmusyawaratan Rakyat yang saya muliakan;
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air di manapun berada;

Hadirin dan hadirat;

Assaiamuaiaikum Wr. Wb.;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puiji syukur ke hadirat Alliah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan Sidang Umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu tahapan yang sangat penting dar serangkaian tahapan
pelaksanaan Pemilihan Umum yang telah berfangsung secara demokratis, jujur dan adil.

Tanpa terasa berkat pertolongan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah, 512 hari atau tepatnya
12.021 jam- sudah berfalu, sejak pertama kali kita secara bersama mencanangkan reformasi
menyeluruh di bumi Indonesia tercinta. Selama perjalanan waktu itu, kita telah bersama-sama bahu
membahu 1l i i dan bemegara kepada
tujuan semula, i i dalam 1 Undang-Undang Dasar 1945,

Sungguh merupakan pengalaman yang tidak bisa dihapus begitu saja, menghayati perju2ngan seluruh
lapisan masyarakat untuk mencoba bangkit kembali dari puing-puing ambruknya bangunan ekonomi
bangsa, longsomya landasan sosial kemasyarakatan dan tertutupnya pintu- pintu demokrasi. Kondisi
ini merupakan akumulasi kesalahabn dan kerusakan yang terjadi di masa-masa lalu, baik pada masa
Orde Baru maupun Orde Lama. Akumulasi tu terjadi karena sistem yang terbangun di kala itu gagal
mengembangkan mekanisme koreksi yang efektif terhadap kesalahan yang terjadi. Sebagai
gambaran, kerusakan yang menumpuk itu antara lain berupa pemusatan kekuasaaan yang tidak .

i nilai-nilai i, indakan represif yang mer ikan nilai-nilai j ,
kebebasan dan hak asasi manusia, pendekatan pembangunan yang sentralistis, dan tidak
ditegakkannya supermasi hukum serta terjadinya praktik-praktik KKN yang sudah membudaya.

Meng pi kondisi yang perihati itu dalam periode Mei 1998 sampai November 1998 -
walaupun belum ada arahan TAP MPR tentang GBHN khususnya dalam menjalankan roda reformasi-
Kabinet i F telah g il prakarsa dan memutuskan kebijakan- kebijakan

pokok sebagaimana telah saya gariskan pada Sidang Kabinet tanggal 25 Mei 1998 dalam rangka
memenuhi aspirasi masyarakat terhadap refomasi.

Dengan berp 1 pada arah kebij yang di sejak tanggal 25 Mei 1998 tersebut, Kabinet
Reformasi Pembangunan segera melaksanakan langkah-langkah nyata dalam menanggulangi krisis
dan memulihkan kehidupan berbangsa dan bemegara secara bertahap, dan konsisten. Di bidang

ekonomi, Kabinet R P segera berupay i krisis, terutama
i harga- harga, i iaan dan j bahan
) dan pokok, program jaring sosial,
ekonomi rakyat, serta isasi dan hutang swasta. Di bidang politik,
Pemerintah mengambil langkah untuk segera i p gan yang
berlaku agar dapat y Pemilu yang jami il wakil rakyat yang benar-
benar 1 aspirasi Y .| i juga segera membebaskan tahanan politik dan
j pers serta ] irinya pertai-partai poiitik. Di bidang hukum,
Pemerintah segera melakukan inj: terhadap yang tidak sejalan dengan
i, serta it i berbagai konversi intemasional tentang hak asasi manusia dan
perburuhan.
dasar yang di di masa awal Kabinet Reformasi Pembangunan tersebut

akhir‘nya dapat terkristalisasi dan mampu mengantarkan terselenggaranya Sidang Istimewa MPR yang
berlangsung dari tanggal 10 sampai 13 November 1998. Pemerintah secara bersungguh-sungguh
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berupaya menyukseskan Sidang Istimewa tersebut. Dengan keyakinan bahwa reformasi harus
berlangsung secara konstitusional, maka Pemerintah dengan segala kemampuan berupaya mencegah
penggagalan Sidang Istimewa tersebut. Syukur Alhamdulilah bahwa Sidang Istimewa MPR 1998 telah
berhasil merumuskan pokok-pokok reformasi seebagai garis-garis besar haluan negara, serta
ketetapan-ketetapan penting lainnya, walaupun ada sekelompok tertentu masyarakat yang berusaha
menggagalkannya. Seandainya Sidang Istimewa tersebut gagal, sulit dibayangkan terlaksananya
langkah-langkah reformasi dan Pemilihan Umum 1999, yang telah menyatukan kita di gedung Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang mulia ini.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat; Dalam Sidang Istimewa Majelis
Permusyawaratan Rakyat 1988 telah ditetapkan dua belas ketetapan MPR, di mana delapan
diantaranya diamanatkan kepada Presiden untuk melaksanakan. Delapan ketetapan itu adalah:
Pertama, TAP MPR No, X/MPR/1988, tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka
penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.

Kedua; TAP MPR No. XI/MPR/1998tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga, TAP MPR No. XIV/1998 tentang perubahan Dan Tambahan
atas TAP MPR No. IIl/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum. Keempat, TAP MPR No. XV/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumberdaya
Nasional Yang ilan, serta Peri gan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam
Rangka Demokrasi Ekonomi. Keenam, TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
Ketujuh, TAP MPR No. VII/MPR/1998 tentang Pencabutan TAP MPR No.IV/MPR/1983 tentang
Referendum. Kedelapan, TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Pencabutan Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila.

P pan MPR tersebut P amanat yang p lya pada hari ini, Insya
Allah , akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
terhormat.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

TAP MPR No.X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi merupakan pemyataan kehendak rakyat
untuk melakukan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, terutama di bidang-bidang
ekonomi, politik, hukum, agama dan sosial budaya.

Di bidang ekonomi, MPR telah menetapkan dua arah kebijakan pokok yaitu penanggulangan krisis
ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai Rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan
obat-obatan dengan harga terj I serta by roda p ian nasional, dan
pelaksanaan reformasi ekonomi.

Masih segar dalam ingatan kita, betapa pada awal Pemerintahan Kabinet Reformasi Pembangunan,
perekonomian kita sedang bergerak ke amban: ncuran yang sangat mencey . Nia Rupiah

merosot tajam. Harga-harga membumbung tinggi sehingga mémbawa kita ke ambang hipennflasi.
Kerusuhan, kekacauan, perusakan, Eeméﬁmn (B?BGI dimana-mana. Produkst bahan pangan
niénurun tajam dan distribUsi sembilan bahan pokok terganggu. ankan sebagai jantung
perekonomian mengalami kelangkaan modal, dan kepercayaan masyarakat lerhadap perbangkan
nyaris hilang. Regratan ekspor dan impor menurun tajam karena sisterm ‘pembayaran kita idak

fipercayai oleh lembaga keuangan intemasional. Secara ekonomi kita nyaris terisolasi dari
masyarakat Internasional.

Dibanding keadaan perekonomian secara meyakinkan. Pada periode Januar sampai September
1999, laju inflasi hanya mencapai 0,02 %, padahal laju inflasi pada periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 75,47%. Demikian pula laju inflasi pada priode April 1999 sampai dengan



September 1999 mengalami deflasi sebesar -3,0%, padahal laju inflasi pada periode yang sama tahun
1998 sebesar 38,04 %. Kini harga-harga sudah stabil seperti ditunjukkan oleh laju inflasi yang rendah.
Bahkan sejak bulan Maret sampai September 1999 telah terjadi deflasi. Ditinjau dari Indeks Harga
Konsumen, harga-harga pada bulan September 1999 dibandingkan dengan harga-harga pada bulan
yang sama tahun sebelumnnya hanya naik 1,25%. Padahal setahun sebelumnya yaitu harga-harga
pada bulan September 1998, naik 82,4 % dil i harga-harga pada bulan S 1997.

Penurunan tingkat inflasi yang sangat berarti ini terjadi bukan karena penurunan daya beli, tetapi
terutama disebabkan oleh perbaikan nilai tukar Rupiah, dan i gan antara kete iaan
pasokan dengan kebutuhan pangan, serta lancamya distribusi sembilan bahan pokok. Penurunan
inflasi ini juga diikuti oleh naiknya tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi terendah terjadi pada triwulan |11
1998. Kenaikan tingkat konsumsi ini memang relatif masih kecil, namun tanda-tanda pemulihannya
sudah mulai terlihat.

Beberapa indikator ekonomi lainnya menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kita telah mulai
memasuki proses pemulihan. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan produk domestik bruto yang
secara berturut-turut positif pada triwulan | dan triwulan Il tahun 1999 yaitu sebesar 1,31 persen dan
0,46 persen terhadap triwulan ya. lhan ekonomi pada triwulan Il 1999 dibandingkan
dengan pertumbuhan triwulan I1 1998 mengalami kenaikan sebesar 1,81 persen. Pada triwulan [l
tahun 1999 pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan akan positif lagi. Dari kecenderungan
pertumbuhan PDB tersebut, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 diperkirakan akan
mencapai antara 0 persen sampai 1 sampai, padahal tahun 1998 pertumbuhan ekonomi kita masih
mengalami penurunan sebesar -13,2 persen.

Nilai tukar Rupiah juga terus menguat mencapai sekitar Rp 6.700, - per satu dollar AS pada bulan Juni
1999. Padahal pada bulan Juni tahun 1998, nilai Rupiah masih sekitar Rp 15.000,- per satu dollar.
Sedikit melemahnya nilai Rupiah belakangan ini ke tingkat sekitar Rp 7.700,- bahkan mencapai di atas
Rp 8.000,- per satu dollar, terjadi karena pengaruh luar negeri yang kurang menguntungkan dan
adanya permasalahan dalam negeri yang mempengaruhi sentimen pasar.

Dengan menguatnya Rupiah, terkendalinya inflasi, suku bunga juga terus menurun. Suku bunga
Sertifikat Bank Indonesia — yang sering dipakai sebagai rujukan ~ juga terus menurun mencapai
sekitar 13 persen. Padahal pada bulan Agustus tahun yang lalu suku bunga Sertifikat Bank Indonesia
masih sekitar 70 persen. Bersamaan dengan penurunan sul ‘@ spread — yanu
Suku bunga pinjaman lebih rendah dari sukubunga deposito - yang dialami bank- bank juga dapat
diatasi.

Cadangan devisa kita juga terus meningkat. Cadangan devisa kotor pada akhir bulan September 1999
mencapai 26,9 miliar dollar atau setara dengan 10,4 bulan impor, dibanding 19 miliar dollar atau setara
dengan 6,7 bulan impor pada bulan Mei 1998. Investor luar negeri juga sudah mulai menanamkan
modainya di pasar modal, sehingga Indeks Harga Saham Gabungan yang pada bulan September
tahun 1998 sekitar 250, pernah meningkat mencapai di atas 600 pada bulan Juni 1999 dan sekarang
ini berada pada tingkat di sekitar 570. Semua indikator ini j bahwa p ian kita
sudah memasuki tahap pemulihan. Indikasi lain dari membaiknya kondisi ekonomi masyarakat adalah
peningkatan jumiah calon jemaah haji yang sudah mendaftar, yang mendekati jumiah calon jemaah
haji pada masa sebelum terjadinya krisis ekonomi.

Hasil-hasil tersebut dicapai berkat upaya bersama Pemerintah dan masyarakat luas yang juga
mendapat dukungan dari lembaga keuangan intemasional dan. negara-negara yang tergabung dalam
CGlI. Namun dukungan dari luar negeri ini tanpa arahan dan kerja keras kita sendir tidak mungkin
berhasil memulihkan ekonomi nasional, Sebagai bangsa yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa,
kita yakin bahwa semua itu tefjadi atas berkat pertolongan dan ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Pemurah.



Kita menyadari bahwa salah satu penyebab utama teradinya krisis ekonomi adalah kelemahan sistem
perbankan. Penyelesaian masalah perbankan dan hutang swasta baik domestik maupun luar neger
sangat menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi. Beratnya masalan perbankan yang Kia haaapt-

mémbawa KonSeKUens pada proses pemulinannya yang memeriukan waktu lama dan biaya besar.

Biaya pai lebih dani Rp 350 triliun. Sekalipun demikian kita
harus melakukannya, karena upaya ini pkan dapat g ya kembali roda
perekonomian.

Dalam upaya merestrukturisasi sektor perbankan, dari 160 bank komersial yang beroperasi pada
bulan Juli 1997, 48 bank telah dilikuidasi, 16 bank diambil alih dan 11 bank direkapitalisasi dengan
bantuan Pemerintah. Likuidasi, pengambilalihan dan rekapitalisasi yang dilaksanakan pada beberapa
waktu yang lalu, dilakukan secara tegas berdasarkan kriteria yang obyektif dan transparan. Aset-aset
bank yang dibekukan diambil alih dan dikelola oleh Bank Penyehatan Perbankan Nasional. Jumiah
aset perbankan yang sudah dialihkan ke badan tersebut, sampai saat ini telah mencapai sekitar Rp
350 triliun.

Dalam kondisi yang tepat dan menguntungkan bagi perekonomian kita, aset-aset ini kemudian
ditawarkan kepada investor. trukturisasi p cukup i

Investor asing mulai berminat, bahkan beberapa di antaranya telah mengambil alih saham bank. Ini
berarti telah mulai kembalinya aliran modal ke dalam negeri.

Di sektor riil, Pemerintahan mendorong restrukturisasi, terutama terhadap hutang-hutang swasta
kepada perbankan nasional. Saat ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional sedang menangani
sekitar 1600 debitur besar yang hutangnya macet dan periu ditindaklanjuti. Tahap pertama dalam

proses restrukturisasi yang telah di: ikan adalah kiasifikasi debitur kedalam empat kelompok yang
terkait dengan iktikad baik debitur serta prospek bisnisnya. Tahap selanjutnya mengikuti pola
trukturisasi yang telah digari Altematif peny iannya bervarnasi dari kemungkinan

gan waktu pinj , P tingkat sukubunga pinjaman, penambahan modal, dan
konversi hutang menjadi modal dan lain sebagainya. Sampai saat ini, sekitar 70 kesepakatan
restrukturisasi telah dicapai dengan nilai sekitar Rp 50 triliun.

Kemajuan restrukturisasi hutang swasta juga dicapai melalui Prakarsa Jakarta untuk mewadahi
penyelesaian hutang-piutang di luar peradilan perdata, dan melalui Lembaga Restrukturisasi Hutang
Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency, INDRA) untuk melindungi debitur terhadap risiko
perubahan nilai tukar Rupiah. Dari program Prakarsa Jakarta hingga akhir September 1999 telah
terdaftar 284 debitur dengan nilai hutang dalam dan luar negeri sebesar Rp 201,2 triliun. Dari jumiah
ini sudah 27 debitur pai tahap juan prinsip peny 1 hutangnya dengan nilai hutang
total sekitar Rp 28,7 triliun. .

Dalam menjalankan amanat TAP MPR No.X dan TAP MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik

Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Pemerintah telah melakukan -flangkah dalam
rangka pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk usaha kecil, menengah, dan koperasi seria
perusahaan rumah hga, Hal ini dipriitaskan karena kelompok usaha ini merupakan 99 persen dari
pelaku ekonomi nasional dan menyerap sekitar 88 persen tenaga kena. Dalam mengatas| &an
pemuThan kondist eKonomi nasional, usaha Kecl, menengah dan koperasi t libatkan secara

nyata, Keberhasilan pemulihan produksi dan distribusi bahan pokok sesungguhnya tidak terlepas dari
kekuatan dan kemampuan ekonomi rakyat.

Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kita mendorong usaha kecil, menengah, dan koperasi serta
pérusahaan rumah tangga agar da mememmm%mmﬁ*
melakukan keg'asama saling mongunlungkan dengan perusahaan besar, Unfuk membantu usaha kecil

an menengah Pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan agar dapat meringankan
beban mereka. Selain itu Pemerintah juga telah menyediakan berbagai program penyaluran kredit
untuk membantu mereka dalam memperoleh modal usaha.



Pembernian kredit usaha kecil, menengah dan koperasi dilakukan melalui penyediaan subsidi yang
dianggarkan Pemerintah. Subsidi yang disediakan berasal dari dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia
(KLBI) dengan tingkat suku bunga yang rendah. Namun, karena Bank Indonesia harus mandin maka
tidak dimungkinkan lagi menyalurkan Kredit Likuiditas Bank Indonesia. Sebagai penggantinya,
Pemerintah akan memanfaatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk
mensubsidi suku bunga pinjaman bagi usaha kecil, menengah dan koperasi. Subsidi suku bunga ini
merupakan komitmen Pemerintah untuk mendorong pengembangan usaha kecil, menengah dan
koperasi.

Selanjutnya Pemerintah juga mengembangkan PT (Persero) Permodalan Nasional Madani (PNM)
yang dibentuk pada 1 Juni 1999 yang falu untuk mendukung pengembangan usaha kecll dan
rﬁenengaﬁ. Koperasi juga dipersiapkan untuk dapat masuk ke pasar modal. Sementara itu dalam
rangka mengembangkan ekspor — yang sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi --
Pemerintah telah membentuk Bank Ekspor Indonesia yang menyediakan pembiayaan bagi eksportir,

terutama yang berskala kecil dan menengah.

Dalem masa krisis, temyata sektor pertanian dan sektor yang benumgu pada sumber dava alam tidak
banyak mengalami permasalahan. Bahkan produksi pertanian tanaman pangan — yang merupakan
basis ekonomi rakyat dan dapat merampuna tenaga kefa ~ fumbuh secara meyakinkan. Karena itu
K in sektor pertanian khususnya tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan serta sekior
pertambangan didorong perkembangannya, antara lain melalui program pengalokasian kredit yang
lebih besar dan lebih luas, serta 1 i yang meli koperasi dengan
perusahaan swasta berskala besar. .

Langkah-angkah reformasi di bidang pengelolaan sumber daya alam juga telah dilakukan, misalnay di
sektor kehutanan dan perkeb Kita telah Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagai pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1967. Undang-undang ini memuat
penyelenggaraan kehutanan berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian keadilan, pemerataan dan
keterbukaan dengan memberdayakan ekonomi rakyat terutama masyarakat yang bermukim di sekitar.
kawasan hutan. Langkah-langkah nyata yang telah ditempuh dalam pengelolaan hutan adalah
redistribusi manfaat melalui restrukturisasi pengusahaan hutan kebun, pembatasan luas areal konsesi
Hak Pengusahaan Hutan, pengembangan hutan rakyat, peng gan hutan , serta
keikutsertaan lembaga ekonomi rakyat dalam mengelolaan hutan dan kebun.

Begitu pula pengembangan bidang pariwisata mendapatkan perhatian khusus dengan berbagai
kegiatan promosi seperti program pengembangan wisata alam dan wisata budaya. Kondisi keamanan
di tanah air memang 1 terhadap jumiah wit yang datang ke Indonesia. Namun,
pada periode Januari 1999 sampai Agustus 1999 telah teradi peningkatan kunjungan wisata
mancanegara sebesar 8,26% dibandingkan periode yang sama tahun 1998.

Dalam jangka menengah kita-sedang meletakkan landasan bagi kehidupan perekonomian yang maju,
mandir, serta mengandalkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, produksi dan berdaya

saing tinggi, sehingga untuk bem dan menikmati hasil p g akan lebih
merata dan terbuka seluas-uasnya bagi semua pihak. Kita sedang membangun institusi-institusi
p ian agar dapat gsi dengan baik dalam sistem ekonomi pasar yang disertai dengan
agenda nasional yang jelas. Di masa yang akan datang, F intah akan lebih i pada
penyiapan sumberdaya manusia melalui idikan, dan penyedi pangan kerja,
g 'an sosial, serta penyediaan sarana dan penunjang kegiatan ekonomi dan sosial.
1gan ekonomi dip y 1 imal mungkin kepada masyarakat

itu,
pelaku ekonomi melalui mekanisme pasar.

Untuk mendukung terwujudnya perekonomian nasional yang merata, mandiri, andal, berkeadilan dan
mampu bersaing di kancah perekonomian nasional dan internasional, periu ditetapkan kebijakan dan
pengelolaan moneter yang efexktif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu

diperiukan Bank Sentral yang mandiri yang dapat menjamin keberhasilan dalam memelihara stabilitas



dan kualitas nilai tukar Rupiah. Untuk menciptakan kemandirian Bank Indonesia, kita telah mensahkan
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini ditujukan agar Bank
Indonesia dapat terfokus pada misi utamanya yaitu memelihara kestabilan dan kualitas nilai Rupiah,
secara mandiri.

Dalam rangka melaksanakan tugas utama tersebut, Bank Indonesia berwenang penuh melaksanakan
kebijakan moneter dan menetapkan sasaran-sasaran moneter. Untuk mengawasi implementasi
kebijakar di bidang moneter, Bank Indonesia setiap tiga bulan wajib menyampaikan laporan kepada
Dewan ilan Rakyat. Atas Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemenksa Keuangan
dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia.

Untuk meletakkan dasar-dasar praktik perbankan yang lebih baik, Pemerintah dan Dewan Perwakilan
@aiya( tel aﬁ msnsahEan Undang- Undang No. 70 Tahun 1998 tentar ang Perbankan. Undang-undang
pérbankan yang baru ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengetahi bank-bank yang
sehat dan yang tidak sehat. Undang-undang ini juga mengatur tentang Bank Perkreditan Rakyat yang
dapat didirikan di mana saja dan juga memuat pengaturan tentang bank syarah, serta mendoron:
beramMya a5uransi deposito untuk menjamin simpanan nasabah. ge [ain U undang-undang ini juga
memberkan sanksi pléana yang lebih berat ferhadap pelanggaran peraturan perbankan.
Dalam rangka merealisasikan demokrasi ekonomi dan menciptakan landasan agar tumbuh
persagngan yang sehat dan efisien, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
ndang-tndang ini mencegah terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada %a u_ekonomi tertentu
danmencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Untuk mengawasi pelaksanaan ungang-
undang i, akan dibentuk Komist Pengawas Persaingan Usaha, berupa suatu lembaga mandiri yang

terlepas dari pengaruh Pemerintah maupun kelompok kepentingan tertentu. Anggota Komisi ini
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas Persejutuan Dewan Perwakilan Rakyat. .

Untuk melindungi kepentingan konsumen, kita telah berhasil mensahkan Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perfindungan Konsumen, yang yang
lengkap tentang produk yang dihasilkan. Undang-undang i ini juga mendorong dan menjamm
'gnya lembaga yang imen, serta

menjamin pelaksanaan gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak secara langsung dirugikan (class
action) .

Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan kita pada hutang luar negeri, kita periu
melaksanakan program restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara secara konsisten agar diperoleh
nilai tambah dari keuntungan dan nilai pasar yang tinggi melalui swastanisasi. Dengan melepaskan
sejumlah saham BUMN tertentu — dalam batas penguasaan saham yang memungkinkan Pemerintah
memiliki kendali dalam menentukan strategi perusahaan -- maka dalam kurun waktu lima tahun

ita mampu 1 dana puluhan miliar dolar. Sejauh ini swastanisasi Badan
Usaha Milik Negara sesuai peraturan yang beraku dalam tahap awal telah menghasilkan dana sekitar
859 juta dolar.

Swastanisasi Badan Usaha Milik Negara ini selain menghasilkan dana untuk Pemerintah, juga akan
meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan milik negara di pasar domestik maupun di pasar
global. Keikutsertaan mitra luar negeri sebagai pemegang saham baru akan membawa masuk modal,
teknologi, manajemen, dan sistem jaringan pemasaran, serta sistem purna jual yang andal.

Kita juga harus meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan penerimaan pajak.
Peningkatan penerimaan pajak ini Insya Allah dicapai pada saat perekonomian kita sudah pulih.
Sekalipun demikian berbagai upaya untuk sistem terus dilakukan. Jika
program swastanisasi BUMN dan optimalisasi penerimaan pajak dapa( kita lakukan dengan efisien




dan berkesinambungan, maka Indonesia secara bertahap akan mampu mengurangi ketergantungan
pada hutang luar negeri, dan bahkan mampu membiayai pembangunan secara lebih mandiri

Untuk memperkuat landasan hukum pemantauan lalu lintas devisa dan hutang luar negeri - baik yang
dilakukan oleh Pemerintah maupun dunia usaha -- pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat
telah mengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 1964 dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 1999
tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Devisa merupakan sumber pembiayaan yang
penting. Dengan undang- undang ini Bank Indonesia dapat lebih cermat memantau lalu-lintas devisa
dan utang luar negeri dunia usaha.

Dari uraian tersebut, secara umum saya telah menyampaikan upaya mengatasi krisis ekonomi dan
telah melakukans langkah-langkah reformasi, yang Alhamdulillah telah menunjukkan hasil-hasil yang
menggembirakan. Tentu saja — mengingat besar dan kompleksnya krisis ekonomi yang kita hadapi di
awal era reformasi — masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki dan
b Namun setidak-tidaknya arah dan jalur yang telah kita tempuh dalam
i krisis dan i kondisi per ian sudah benar.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Pada awal perj Kabinet P inan, kita menghadapi krisis politik yang sungguh
tidak mudah diatasi, sebagai akibat kecenderungan masa lalu, yaitu terjadinya pemusatan kekuasaan,
idak dii nya pe i partisipasi politik rakyat, menonjoinya

represif yang 1 dan stabilitas, serta terabaikannya nilai-nilai hak
asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Menghadapi kondisi obyektif demikian itu, Kabinet
Reformasi Pembangunan berusaha keras melaksanakan sejumlah agenda politik sebagaimana
diamanatkan oleh TAP MPR No. X/MPR/1998.

Dalam rangka melaksanakan amanat TAP MPR No. X dan TAP MPR No. XV/MPR/1998, kita telah
berhasil mengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
oA Undang-ONGang V0. Tarur 875 g Permernianan, Dosa dengan Undangenaany Mooy
TANIT ToS ey PerTerarT ST, VNG 60 Gemokrals dan mapibenkan sianorany——
sangat luas Kepada Daeral - daﬁﬁmmmmm%ntuk
S€Cara DEANAP MeToToNTy PaTcaparan pelaksanaan otonomi daerah yang makin luas. Untuk
j i pusat dan daerah kiga juga telah mengganti Undang-Undang No
i pastian bagi F intah Daerah secara lebih proporsional untuk
Io] P P daerah yang dari pajak bumi dan bangunan, dan pendapatan dari
sumber daya alam lainnya. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah, kita makin zaRm bahwa bangsa dan negara akan dapat terhindar dari
antaman disntegrasi.——~

Meskipun menurut hasil Sidang Umum MPR bulan Maret 1998, pemilihan umum akan
diselenggarakan pada tahun 2002 — namun ikan derap dinamik i, dan setelah
berkonsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta Pimpinan Fraksi-Fraksi - saya telah
memberanikan diri mengusulkan kepada MPR melalui Sidang Istimewa pada bulan November 1998

25 Tahun 1999 yang

untuk Pemilu. Hal ini harus kita lakukan, karena kondisi
kehidupan nasional kita secara objektif memang kita harus selesaikan dengan mempercepat
1 Pemilu yang b b langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil,
hingga dapat segera i P y seluruh rakyat terhadap jalannya Pemerintahan.

Dengan penuh keyakinan, kita mendorong lahimya undang-undang politik yang lebih demokratis.

B Dew: ilan Rakyat, i ikan dan pembaharuan atas
tiga undang- undang di bidang politik, yaitu tentang partai politik, pemilihan umum, dan tentang
susunan dan kedudukan anggota MPR dan DPR serta DPRD sebagai dasar bagi penyelenggaraan
Pemilu pada tanggal 7 Juni 1999. Melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 1999, tentang Partai Katolik,



pembatasan terhadap jumlah partai politik ditiadakan. Partisipasi politik dan penghargaan terhadap
hak-hak politik rakyat dijabarkan secara tegas dan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang
Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD.

Untuk menghilangkan campur tangan Pemerintah dalam proses Pemilu, Pemerintah juga mengatur
netralitas TNI dan POLRI serta Pegawai Negeri Sipil. Demikian juga dalam hal pelaksanaan dan
pengawasan Pemilu, Pemerintah v n gian besar kepada partai politik
peserta Pemilu. Pelaksanaan Pemilu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum yang sebagian
besar anggotanya merupakan wakil-wakil partai politik peserta Pemilu sendiri, sedangkan Pemerintah
lebih menempatkan diri sebagai fasilitator. Demikian pula hainya dalam pengawasan dan pelaksanaan
Pemilu. Bukan hanya lembaga pemantau dalam negeri saja, pemantau dari luar negeri juga diberi
keleluasaan. Hasilnya, seperti diakui oleh para pengamat, baik dari dalam maupun luar negeri, adalah
tertaksananya Pemilu yang jauh lebih jujur, adil dan demokratis dibandingkan dengan 6 kali Pemilu
sebelumnya. Hal ini Insya Allah merupakan prestasi nasional yang dapat disyukuri sehingga dapat
mengantarkan bangsa kita sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Kita juga d ll yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan
bertindak berdasarkan undang-undang. Untuk itu, sesuai amanat Ketetapan MPR No. XI/MPR/1 998,
kita telah mengundangkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang

Bersih dan Bebas KKN. Kita juga telah korupsi
dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kita
jadikan p dalam KKN dan intah

yang bersih. Kita telah bertekad bahwa siapa pun yang bersalah harusiah diproses sesuai dengan
hukum yang berlaku, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap nilai hak asasi manusia dan prinsip
praduga tidak bersalah.

Agenda penting lainnya adalah mewujudkan stabilitas dan i sebagai
prasyarat bagi reformasi. Meskipun disana-sini terjadi kerusuhan dan bentuk-bentuk kekerasan massa,
baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, namun dampaknya terhadap stabilitas nasional masin
dapat dikendalikan. Kita semua sangat sedih menyaksikan konfiik sosial yang bersifat horizontal dan
bemuansa ras, agama dan antar golongan seperti yang terjadi di Maluku dan Kalimantan Barat.
Kebanggaan kita sebagai bangsa yang biasa hidup rukun dan damai, seakan runtuh hanya karena
kejadian- kejadian yang berada di luar jangkauan akal yang sehat. Konflik- konflik yang bersifat vertikal
juga terbuka lebar seperti yang terjadi di Aceh, Irian Jaya, dan beberapa tempat lainnya.

Harus kita sadari bahwa yang terjadi di daerah sesungguhnya merupakan
fenomena yang terkait dengan permasalahan yang sudah tercetus di masa lalu, yang tertekan oleh
sistem kepemimpinan selama 40 tahun, yang tidak d ya i

Dengan perkembangan globalisasi yang ditandai oleh suasana kebebasan dan demokratisasi, gejolak-
gejolak itu dengan bebas tampil kembali ke permukaan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan
tindakan-tindakan jangka pendek, apalagi dengan upaya yang mengutamakan tindakan represif.
Semuanya memeriukan kemampuan, kesungguhan dan 1 kita dalam ikan konflik
melalui penyelesaian yang hakiki dan berjangka panjang sesuai kehendak dan keinginan rakyat.
Dalam jangka panjang kunci yang penyelesaian berbagai konflik terletak pada upaya kita membangun
sistem demokrasi berdasarkan hukum yang berkeadilan, sehingga memungkinkan partisipasi politik
tumbuh sehat dan penyelesaian konflik dapat dilakukan secara demokratis, terbuka, dan bermartabat,
bukan melalui tindak kekerasan. .

Dalam rangka menyelesaikan konfiik di Aceh, saya sekali lagi mengajak seluruh masyarakat Aceh
untuk menyelesaikan semua persoalan secara damai, demokratis, transparan, tulus, adil dan beradab,
dengan tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan hati yang tulus dan niat yang baik,
marilah kita tinggalkan masa-masa silam yang penuh dan I Untuk ikan
masalah-masalah pelanggaran HAM di Aceh, Pemerintah telah membentuk Komisi Independen
Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh, yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh nasional dan tokoh-




Kita menyadari bahwa salah satu penyebab utama terjadinya krisis ekonomi adalah kelemahan sistem

perbankan. Penyelesaian masalah perbankan dan hutang swasta baik domestik maupun luar negeri

sangat menentukan keberhasilan pemulihan ekonomi, Beratnya masalah perbankan yang kita hadapi,
" h

K i pada proses yang memeriukan waktu lama dan biaya besar.
Biaya isasi 1 di i pai lebih dari Rp 350 triliun. Sekalipun demikian kita
harus melakukannya, karena upaya ini dil 1 dapat ya kembali roda

perekonomian.

Dalam upaya merestrukturisasi sektor perbankan, dari 160 bank komersial yang beroperasi pada
bulan Juli 1997, 48 bank telah dilikuidasi, 16 bank diambil alih dan 11 bank direkapitalisasi dengan
bantuan Pemerintah. Likuidasi, pengambilalihan dan rekapitalisasi yang dilaksanakan pada beberapa
waktu yang lalu, dilakukan secara tegas berdasarkan kriteria yang obyektif dan transparan. Aset-aset
bank yang dibekukan diambil alih dan dikelola oleh Bank Penyehatan Perbankan Nasional. Jumiah
aset perbankan yang sudah dialinkan ke badan tersebut, sampai saat ini telah mencapai sekitar Rp
350 triliun.

Dalam kondisi yang tepat dan menguntungkan bagi perekonomian kita, aset-aset ini kemudian
ditawarkan kepada investor. trukturisasi 1 cuku| .
Investor asing mulai berminat, bahkan beberapa di antaranya telah mengambil alih saham bank. Ini
berarti telah mulai kembalinya aliran modal ke dalam negeri.

Di sektor ril, Pemerintahan mendorong restrukturisasi, terutama terhadap hutang-hutang swasta
kepada perbankan nasional. Saat ini Badan Penyehatan Perbankan Nasional sedang menangani
sekitar 1600 debitur besar yang hutangnya macet dan perlu ditindaklanjuti. Tahap pertama dalam
proses restrukturisasi yang telah diselesaikan adalah Kiasifikasi debitur kedalam empat kelompok yang
terkait dengan iktikad baik debitur serta prospek bisnisnya. Tahap selanjutnya mengikuti pola
restrukturisasi yang telah di Altematif peny It bervariasi dari kemungkinan
perpanjangan waktu pinjaman, penurunan tingkat sukubunga pinjaman, penambahan modal, dan
konversi hutang menjadi modal dan lain sebagainya. Sampai saat ini, sekitar 70 kesepakatan
restrukturisasi telah dicapai dengan nilai sekitar Rp 50 triliun.

Kemajuan restrukturisasi hutang swasta juga dicapai melalui Prakarsa Jakarta untuk mewadahi
penyelesaian hutang-piutang di luar peradilan perdata, dan melalui Lembaga Restrukturisasi Hutang
Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency, INDRA) untuk melindungi debitur terhadap risiko
perubahan nilai tukar Rupiah. Dari program Prakarsa Jakarta hingga akhir September 1999 telah
terdaftar 284 debitur dengan nilai hutang dalam dan luar negeri sebesar Rp 201,2 triliun. Dari jumlah
ini sudah 27 debitur mencapai tahap persetujuan prinsip penyelesaian hutangnya dengan nilai hutang
total sekitar Rp 28,7 triliun. :

Dalam menjalankan amanat TAP MPR No.X dan TAP MPR No. XVI/MPR/1 998 tentang Politik
Ekonomi Dalam Rangka Dx i Ekonomi, F i telah langkah-langkah dalam
rangka pengembangan ekonomi rakyat dalam bentuk usaha kecil, menengah, dan koperasi serta
perusahaan rumah tangga. Hal ini dipriori karena usaha ini 99 persen dari
pelaku ekonomi nasional dan menyerap sekitar 88 persen tenaga kerja. Dalam mengatasi krisis dan
pemulihan kondisi ekonomi nasional, usaha kecil, menengah dan koperasi telah dilibatkan secara
nyata. Keberhasilan pemulihan produksi dan distribusi bahan pokok sesungguhnya tidak teriepas dari
kekuatan dan kemampuan ekonomi rakyat.

Dalam sistem perekonomian yang terbuka, kita mendorong usaha kecil, menengah. dan koperasi serta
melakukan kerjasama saling menguntun besar. Untuk membantu usaha kecil
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untuk membantu mereka dalam memperoleh modal usaha.




kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, diharapkan terbentuknya Dewan pers
yang mandin.

Kemerdekaan berusaha di bidang pers juga berkembang luas. Kalau pada masa Orde Baru kita hanya
memiliki 289 media cetak dan 996 stasiun radio swasta, sekarang telah lahir 1.398 media cetak dan 74
stasiun penyiaran swasta baru. Begitu pula di bidang pertelevisian swasta, dalam waktu dekat akan
bertambah 5 stasiun baru. Perkembangan perusahaan pers diharapkan dapat meningkatkan kualitas
di , k ivitas dan serta dapat berfi i sebagai sarana kontrol sosial
yang efekif, baik terhadap Pemerintah, masyarakat maupun dunia pers itu sendiri, Di samping itu
«emerdekaan pers juga dapat membuka lapangan kerja di bidang industri media yang penting dalam
mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Mend tumbuh dan ya kekuat: n sosial politik , juga sangat
penting. Peran dan partisipasi dalam peny Pemilu yang lalu, membuktikan
bahwa kita telah berupaya mewujudkan prinsip-prinsip keb pul dan ikat yang

n
dijamin penuh olef konstitusi. Sekarang rakyat dengan bebas dapat mendirikan organisasi atau
asosiasi tanpa menghadapi peraturan yang bertiku-iku, Saat ini, untuk satu jenis profesi, kita dapat
menyaksikan demikian banyak asosiasi atau organisasi yang telah didirikan, Rakyat juga telah
diberikan kebebasan untuk menyatakan ji tidak K il umum dan
masih dalam rambu-rambu dan batasan-batasan hukum berdasar konstitusi, undang-undang dan
peraturan yang berlaku,

Untuk memberikan jaminan hukum bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, kita
telah mensahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan tentang tata cara dan prosedur yang
harus dit agar i itu dapat dengan tertib. Intinya, undang-
undang ini mengatur dan menjaminn k y pat tanpa i L
terganggunya hak dan kebebasan orang lain. Memang kita akui tidak mudah mengatur semangat
kebebasan yang cenderung tumbuh berfebih- lebihan, seiring dengan kebebasan pers yang
bertanggung jawab dan , dan i pat yang b g
demikian cepat. Namun, secara bertahap dan penuh kesabaran, kita percaya bahwa semua perangkat
hukum yang telah kita hasilkan akan dapat menjadi sarana pengendalian sosial yang efeklif, seiring
dengan proses pendewasaan budaya demokrasi yang akan terus tumbuh di hari-hari mendatang.

pekaan kita P tuntutan di bidang politik juga dapat diihat dengan dicabutnya
Undang-Undang No. § Tahun 1985 tentang Referendum yang disusun berdasarkan mandat TAP MPR
No. IV/MPR/1983. Undang-undang ini mengatur prosedur perubahan Undang- Undang Dasar 1945
melalui referendum, yang bertentangan dengan jiwa dan semangat sebagaimana ketentuan pasal 37
Undang-Undang Dasar 1945. Melalui Sidang Istimewa MPR pada bulan November 1998, TAP MPR
No. IV/MPR/1983 tersebut dicabut melalui TAP MPR No. VIIIMPR/1998. Atas dasar itu, Pemerintah
Yersama DPR telah mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum melalui
Undang-Undang No. 6 Tahun"1999. Dengan demikian maka terbuka peluang untuk melakukan
amandemen konstitusi sesuai ketentuan pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945,

Selain itu, F juga telah i juti TAP MPR No. XVIIIMPR/1998 dengan
membubarkan lembaga BP-7 Pusat maupun Daerah. Dengan pembubaran BP-7 tersebut maka
interpretasi tunggal tentang Pancasila yang dilaksanakan selama Orde Baru dapat kita akhiri. Di masa
depan kita dapat mengembangkan pemahaman terhadap Pancasila sebagai ideologi dasar negara
secara lebih terbuka, dinamis, kontekstual dan sejalan dengan proses demokrasi yang berkembang.

Memperkuat peran Dewan Perwakilan Rakyat dengan mengurangi dominasi eksekutif juga merupakan

salah satu kebijakan yang penting. Dalam hal P yaan peranan oleh lembaga
negara, lembaga politik dan lembaga masyarakat, Pemerintah bersama DPR telah mengembangkan
hubungan kemitraan yang sejajar. Di era i ini, telah kita agenda pertemuan

berkala antara Presiden dan Pimpinan DPR bersama Pimpinan Fraksi dengan mengambil tempat



secara bergantian di Istana dan Gedung DPR/MPR. Prakarsa bersama antara DPR dan Pemerintah ini
ditempuh, agar ji K yang di Pemerintah dapat segera diketahui oleh DPR dan
sebaliknya Pemerintah dapat segera memperoleh saran, masukan maupun pengawasan dari DPR.
Pemerintah menyambut baik digunakannya hak-hak DPR seperti hak inisiatif dalam mengajukan
Rancangan Undang-Undang dan hak untuk meminta keterangan dari Pemerintah untuk mendapatkan

Hal ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak mungkin dan tidak pemah kita saksikan di masa lalu
Seiring dengan itu, kita juga terus kebi kebi baru yang mendorong cara
kerja dan penampilan institusi kepresidenan yang tidak dicitrakan sebagai lembaga yang sakral
Berulang kali saya bahwa pada hakif istana-ist: idenan merupakan istana
rakyat, dan setiap warga negara terbuka untuk berkomunikasi langsung dengan Presiden. Kita
berharap semua yang telah kita kembangkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita di era reformasi
ini, khususnya dalam hal hubungan kerja antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan-Rakyat, dapat
ditingkatkan dan dikembangkan lagi di masa yang akan datang, gga dapat lebih d ]
kehidupan demokrasi di bumi Indonesia tercinta.

Langkah penting lainnya yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong pengembangan pendekatan
atau paradigma Tentara Nasional Indonesia yang baru. Dalam rangka Penegakan ketertiban umum
dan k d , 1 telah melakuk: ‘angkah-langkah mendasar, antara lain
berupa kebijakan pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dani Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia. Dengan bemisahnya Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia, maka langkah awal yang ditempuh adalah menempatkan untuk
sementara sistem peny 1Py inaan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada
Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kita tidak menginginkan polis| yang hanya menjadi alat
kekuasaan. Kita menginginkan polisi yang disegani dan dicintai masyarakat. Disegani, karena polisi
mampu melaksanakan tugasnya secara profesional sebagai penegak hukum, dan dicintai karena polisi
selalu mengutarakan memberikan pelayanan dan rasa aman kepada masyarakat,

Dengan wawasan ini, kita berharap terbangun hubungan yang lebih baik antara polisi dan masyarakat
yang dilayaninya. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan citra dan kualitas pelayanan polisi dalam
meningkatkan rasa aman, tetapi juga akan i isipasi untuk

polisi mer K i ~dan 1. Sehubungan dengan perubahan itu, saat ini sedang
dilakukan pengkajian secara rinci dan intensif serta menyeluruh terhadap Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang menyangkut aspek struktural, instrumental dan kultural.

Beberapa perubahan mendasar dalam peran sosial-politik TNI telah diimplementasikan dalam
sejumlah doktrin, konsep, kebijakan dan aksi nyata di lapangan. Ini antara lain terfihat dari netralitas
TNI dalam Pemilu yang lalu, likuidasi staf sosial politik serta badan pembina kekaryaan, dan kebijakan
mengakhiri masa dinas sebagai TNI bagi anggota TNI yang menduduki jabatan birokrasi sipil dan
jabatan politik di luar DPR dan OPRD, pengurangan secara berarti jumiah Fraksi TNI/POLRI di DPR,
DPRD I dan II. TNI akan terus ) i, reposisi dan i perannya di masa




depan, sesuai dengan aspirasi dan harapan rakyat yang terus berkembang. TNI akan semakin
mengukuhkan posisinya sebagai Bhayangkari Negara, pengawal Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Apa yang baik bagi rakyat, adalah baik bagi Tentara Nasional Indonesia

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Salah satu kebijakan penting yang diambil oleh Kabinet Reformasi Pembangunan adalah mengajukan
penyelesaian masalah Timor Timur secara komprehensif dengan cara-cara yang dapat diterima oleh
masyarakat internasional. Harus diakui bahwa integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik
Indonesia 24 tahun yang lalu, yang dikukuhkan melalui TAP MPR No. VI/MPR 1978, tidak pemah
mendapat pengakuan intemasional. Meskipun sebenarya Indonesia tidak pernah memiliki klaim
terhadap Timor Timur dan tidak pemah berambisi untuk menguasai wilayah bekas jajahan Portugis
tersebut. Integrasi Timor Timur terjadi karena suatu situasi terpaksa yang sulit dihindari dan atas
kehendak sebagian masyarakat Timor Timur sendiri untuk menyelesaikan perang saudara yang
berkecamuk di wilayah tersebut.

Banyak pengorbanan yang telah diberikan oleh bangsa Indonesia, baik nyawa maupun harta benda,
untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan di Timor Timur. Subsidi yang diberikan oleh
Pemerintah pusat untuk pembangunan di Timor Timur bahkan melebihi dari apa yang diberikan ke
propinsi-propinsi lain untuk mengejar ketertinggalan di Timor Timur.

Namun sungguh disesalkan bahwa segala daya upaya dan pengorbanan itu tidak pernah mendapat
tanggapan yang positif, baik di lingkungan ir ional maupun di kalangan rakyat Timor
Timur sendini. Di berbagai forum intemasional posisi Indonesia selalu dipojokkan karena masalah
Timor Timur. Sampai saat ini, tidak kurang dari 8 resolusi Majelis Umum PBB dan 7 resolusi Dewan
Keamanan PBB tentang Timor Timur telah dikeluarkan, yang menggambarkan bahwa tidak seluruh
anggota masyarakat intemasional mengakui Timor Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. !

Posisi Indonesia di forum-forum intemasional semakin dipersulit oleh kenyataan bahwa selama 24
tahun tidaklah mudah untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban di Timor Timur yang secara
historis memang sering bergolak. Sebagian masyarakat daerah rersebu! secara bertahap telah

1 1 g nya b bangsa . Namun gian lagi tidak
bersedia melakukan hal itu, dan melancarkan gerilya baik di hutan-hutan maupun di kota, yang dibantu
oleh organisasi berskala i ional. Secara si is telah dil operasi p; tkan

pendapat umum yang memutarbalikkan fakta, dengan mengeksploitasi secara maksimum segala
kesalahan atau kekeliruan yang terjadi di lapangan.

Sebagai anggota i ional, ia sejak semula ingin menyelesaikan masalah
Timor Timur dengan cara-cara yang secara intemasional dapat diterima dan diakui. Sejak tahun 1975
sampai 1982 masalah Timor. Timur dibicarakan dalarm forum-forum PBB tanpa membuahkan hasil.
Sejak tahun 1983 pembicaraan tentang Timor Timur diarahkan untuk dibahas dalam forum Tripartit
antara Pemerintah Indonesia, Portugal dan Sekretaris Jenderal PBB, Perundingan Tripartit akhirnya
juga menemui jalan buntu karena sikap keras Portugal yang menggagalkan rencana kunjungan misi ke
Timor Timur pada tahun 1986 dan 1991 sebagal dasar pembahasan penyelesaian masalah Timor
Timur.

Berakhimya Perang Dingin dan semakin besamya perhatian dunia terhadap masalah demokrasi dan
hak asasi manusia, telah mengangkat masalah Timor Timur menjadi salah satu agenda internasional
yang sulit dihindari, dan klaim Indonesia bahwa masalah Timor Timur sudah selesai tidak dapat
dipertahankan. Indonesia harus menghadapi kenyataan bahwa untuk memulihkan citra Indonesia, kita
lidak memiliki pilihan lain kecuali berupaya menyelesaikan masalah Timor Timur derigan cara-cara
yang dapat diterima oleh i i . dengan lahimya era reformasi, maka
terbukalah kesempatan yang menguntungkan bagi Indonesia untuk memecahkan masalah Timor




Timur secara komprehensif. Dalam kaitan ini, maka perundingan Tripartit digelar kembali setelah
Indonesia menawarkan suatu gagasan segar, yaitu konsep otonomi luas dengan status khusus bagi
rakyat Timor Timur. Gagasan ini sejalan dengan rencana Pemerintah untuk mengimplementasikan
otonomi daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Otonomi tersebut memberikan kewenangan yang sangat luas kepada rakyat Timor Timur untuk
mengatur kehidupannya kecuali di bidang poitik luar negeri, keamanan eksternal serta moneter dan
fiskal. Pemerintah Indonesia menilai ini merupakan penyelesaian yang paling adil, realistis, paling
mungkin dicapai dan berprospek damai. Untuk itu Pemerintah telah merundingkan elemen-elemen
substantif dengan PBB dan Portugal. Pada tanggal 18 Juni 1998 usulan tersebut telah dijelaskan oleh
Menteri Luar Negen Repubiix Indonesia dan Sekjen PBB telah menyambut baik usulan tersebut
Usulan tersebut juga sudah dikonsultasikan dengan pimpnan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi

Kendati Pemerintah Indonesia dan Portugal menyepakati dirundingkannya paket otonomi luas untuk
Timor Timur, antara kedua negara tetap terdapat perbedaan prinsipil yang tidak dapat dipertemukan.
Pemerintah Indonesia berharap bahwa tawaran otonomi luas dapat merupakan solusi akhir bagi
masalah Timor Timur. Sebaliknya, Portugal melihat tawaran otonomi luas sebagai solusi antara, di
mana solusi akhimya adalah referendum. Dengan kata lain, Portugal melihat Ppenerapan otonomi luas
sebagai masa transisi atau persiapan menjelang dil nya refe yang akan
mengantarkan Timor Timur menuju kemerdekaan.

Pemerintah Indonesia berpendapat bahwa apabila tawaran otonomi luas hanya diterima sebagai solus
antara sebagai langkah awal menuju referendum hal ini dinilai justru akan menghambat tercapainya
suatu penyelesaian secara tuntas. Perbedaan visi yang antara pok pro-integrasi dan
anti-integrasi akan sangat i terbentuknya suatu i daerah Otonomi Khusus
Timor Timur yang stabil. Dalam masa transisi tersebut masalah Timor Timur akan tetap menimbulkan
persoalan bagi Indonesia - baik di dalam maupun luar negeri - tanpa adanya kepastian mengenai
suatu penyelesaian yang komprehensif dan damai. Adalah lebih baik apabila masalah Timor Timur
dapat kita selesaikan secara tuntas dan dalam waktu yang tidak teralu lama, daripada membiarkannya
semakin berlarut-larut. Pemikiran inilah yang melatarbelakangi pemberian dua opsi oleh Pemerintah
untusk menyelesaikan masalah Timor Timur secara tuntas.

Sementara itu, pada saat usul mengenai otonomi luas dengan status khusus tersebut masih
dirundingkan di New York, pihak-pihak yang tidak menyetujui integrasi — baik di Timor Timur maupun
di luar negeri -- terus menerus melancarkan upaya-upaya agar konsep otonomi luas tersebut hanya
diterapkan untuk 5-10 tahun dan sesudahnya diadakan referendum untuk memastikan apakah rakyat
Timor Timur menghendaki otonomi atau memilih kemerdekaan. Tentu saja, pemikiran penyelesaian
seperti itu tidak dapat kita terima. Lagi pula jika otonomi luas hanya diterima sebagai penyelesaian
antara, maka akan sangat sulit diharapkan adanya stabilitas di Timor Timur karena masing-masing
pihak akan terus i untuk 'gkan referendum. Menghadapi kenyataan
tersebut timbul kesadaran bahwa memang periu dipikirkan suatu alternatif penyelesaian andaikata
tawaran otonomi luas tersebut akhimya ditolak.

Setelah melakukan kajian secara mendalam mengenai kemungkinan penyelesaian altemati bagi
masalah Timor Timur secara tuntas, pada tanggal 27 Januari 1999, Pemerintah mengumumkan
altematif penyelesaian tersebut. Hal ini juga telah saya konsultasikan dengan Pemimpin DPR dan
Pimpinan Fraksi-fraksi DPR. Apabila mayoritas rakyat Timor Timur menolak otonomi luas - setelah
mengalami suatu kebersamaan sejarah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 23 tahun
terakhir, namun mereka rasakan kebersamaan itu tidak mencukupi untuk tetap bersatu bersama kita --
maka adalah wajar dan bij , bahkan is dan i |, jika P

mengusulkan kepada wakil-wakil rakyat pada Sidang Umum MPR, kiranya dapat mempertimbangkan
pemisahan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia secara damai, baik-baik dan
terhomat. Kebijakan Pemerintah ini dikenal sebagai Opsi Kedua.




Dalam suasana keterbukaan dan saling ketergantungan global, sangat sulit bagi kita untuk
mempertahankan alasan konvensional bahwa mengingat status Timor Timur secara konstitusional
sudah dikukuhkan oleh MPR pada tahun 1978, kita bisa menolak tuntutan masyarakat internasional
tanpa risiko dikucilkan dari pergaulan dunia. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa homnat saya yang
setinggi-tingginya kepada TAP MPR No. VIIMPR/1978, Presiden - sebagai penyelenggara
Pemerintahan tertinggi dan pelaksana kebijakan Pemerintah tertinggi, sesuai dengan kewenangannya
-~ mer paikan usul untuk ikan masalah Timor Timur, yang diharapkan tidak hanya dapat
diterima di dalam negeri tetapi juga oleh masyarakat intemasional. Maka sesuai penanjian Tripartit di
New York yang ditandatangani pada 5 Mei 1999, rakyat Timor Timur telah diben kesempatan melalui
Jjajak pendapat untuk menentukan apakah mereka menerima tawaran otonomi luas atau pun menolak

Sementara itu, pihak yang kalah dalah jajak pendapat temyata tidak dapat menerima kenyataan itu
dan menuduh UNAMET telah melakukan kecurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan jajak
pendapat tersebut. Atas desakan Pemerintah Indonesia, keluhan- keluhan mengenai beberapa
penyimpangan tersebut telah dibahas oleh Komisi Elektoral — yang anggotanya berasal dari Korea
Selatan, Afrika Selatan dan Ifandia — dalam suatu dengar pendapat publik yang berfangsung selama
dua hari berturut-turut di Dili, disusul oleh suatu keterangan pers di Jakarta. Sangat disesalkan bahwa
berdasarkan dengar pendapat tersebut, Komisi Elektoral menyimpulkan bahwa sebagian besar dar
penyimpangan yang dikeluhkan tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai sehingga tidak dapat
diterima.

Sungguh disayangkan, bahwa setelah pengumuman hasil jajak pendapat yang dimenangkan
kelompok yang menolak tawaran otonomi luas telah terjadi berbagai bentuk kekerasan di Timor Timur
yang mengakibatkan kesengsaraan rakyat serta sangat merugikan nama baik Indonesia di lingkungan
intemasional. Karena keadaan yang memaksa dan demi kemanusiaan akhimya Indonesia menyetujui
percepatan pengiriman pasukan multinasional ke Timor Timur.

Mengingat mayoritas rakyat Timor Timur — sesuai dengan hati nuraninya telah menyatakan pendapat
yakni menolak otonomi luas dengan status khusus - maka kita Sebagai bangsa harus menerima dan
menghormati hasil jajak pendapat itu, karena hal ini sesuai dengan nilai-nilai dasar yang terkandung
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah
hak segala bangsa. Sebagai bangsa yang besar dan menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi
manusia, maka pada k patan ini saya Jo] Majelis yang berkenan
membahas hasil jajak pendapat tersebut dan b pula ment ya dalam pan yang
memberikan pengakuan terhadap keputusan rakyat Timor Timur tersebut, sebagaimana telah saya
Sampaikan secara resmi melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.




masyarakat internasional yang bertanggungjawab, demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sesuai TAP MPR No. X/MPR/1 998, reformasi di bidang hukum diarahkan untuk menanggulangi krisis
dan melaksanakan agenda reformasi di bidang hukum yang sekaligus dimaksudkan untuk menunjang

Dalam rangka pembentukan dan pembaruan materi hukum, Pemerintah bersama-sama DPR telah
berhasil menyelesaikan pembentukan sebanyak 67 undang-undang baru, ditambah 1 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang belum sempat dimintakan persetujuannya

Asasi Manusia. Dari 67 undang-undang baru tersebut, 66 buah undang-undang telah resmi
diundangkan dalam Lembaran Negara, dan 1 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang
Penanggulangan Keadaan Bahaya (PKB) belum diundangkan secara resmi.

Darni sudut isinya, perubahan ketentuan yang diatur dalam semua produk perundangan yang dihasilkan
tersebut juga sangat mendasar sifatnya dalam rangka perbaikan kehidupan nasional bangsa kita,
Arahnya sangat jelas, yaitu g p patan proses i dan juan hak asasi
manusia, mendorong percepatan reformasi ekonomi menuju sistem ekonomi pasar, dan menjamin
upaya memelihara proses integrasi nasional yang dinamis dan terkendali Dengan perundang-
undangan yang baru itu, kita telah [ bagi peng 1gan sistem dan penataan
kelembagaan hukum, sehingga citacita demokrasi dan Supremasi hukum dapat segera diwujudkan.

Ki 1 kita y ikan 68 produk pert gan tersebut dalam waktu yang relatif singkat,
yaitu hanya dalam waktu 16 bulan patut kita syukuri bersama. Setiap bulan rata-rata dapat dihasilkan
sebanyak 4,2 undang-undang yang jauh melebihi angka produktivitas legislatif selama masa Orde
Baru yang hanya tercatat sebanyak 4,07 undang-undang per tahun (0,34 per bulan).

Dalam pembahasannya di DPR, semua Rancangan Undang-undang yang diajukan demikian banyak
mengalami perubahan mendasar sampai akhimya disahkan menjadi Undang-undang. Di samping itu,

percaya peran lembaga legislatif di masa-masa yang akan datang akan lebih meningkat lagi sesuai
dengan keinginan kita bersama.

TAP No. X/MPR/1998 juga mengamanatkan agar Pemerintah dapat membentuk Undang-undang
tentang Keselamatan dan Keamaqan Negara sebagai pengganti Undang-Undang No. 11/PNPS/1963

Namun perkembangan aspirasi masyarakat berkenaan dengan Ppenanggulangan keadaan bahaya itu
sangatlah dinamis. Meskipun undang-undang itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kita
harus menghargai K yang di ikan oleh para mahasiswa dan masyarakat pada




umumnya, sehingga dengan hati lapang, saya menunda pengundangan Rancangan Undang»undang
Penanggulangan Keadaan Bahaya menjadi undang-undang. Dalam situasi serba krisis yang melanda
kehidupan masyarakat, kita tidak boleh mer begitu saja dii ika aspirasi yang
berkembang sangat cepat Kita masih membutuhkan toleransi dan pengertian, karena mungkin belum
dapat memahami kebutuhan objektif bangsa kita untuk mengatur secara demokratis upaya-upaya
penanggulangan keadaan bahaya, yang dapat mengancam kehidupan kita sebagai bangsa.

Dalam melaksanakan orinsip supremasi hukum, upaya mempertegas pemisahan fungsi Yudikatif dari
fungsi Pemerintahan, merupakan bagian penting dari agenda reformasi hukum. Karena itu, sesuai
amanat Majelis, kita telah mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentag Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjamin
pembinaan kekuasaan kehakiman secara bertahap berada dalam satu atap, di bawah Mahkamah
Agung.

Untuk meningkatkan kinerja aparatur penegak hukum, organisasi kepolisian telah pula kita

[ lo] k terpisah dari isasi Tentara Nasional Indonesia. Dengan demikian,
fungsi kepolisian negara dapat lebih terkait ke dalam kerangka sistem Penegakan hukum. Di waktu-
waktu yang akan datang, fungsi kepolisian dan kejaksaan akan terus kitqa tingkatkan kedudukannya
sebagai aparatur hukum yang makin mandiri.

Semua itu, penting dalari upaya mengembangkan kerangka sistem hukum nasional yang berkeadilan
dan yang benar-benar dapat dijadikan acuan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bemegara, sesuai prinsip supremasi sistem hukum. Terkait dengan itu, saya telah pula
mendengarkan dengan sungguh-sungguh harapan yang berkembang di berbagai kalangan
masyarakat tentang perlunya melakukan penyempumaan atau amandemen terhadap Undang-Undang
Dasar 1945,

Karena tekad kita untuk mengadakan reformasi menyeluruh dalam kehidupan nasional, sayapun telah
berulang kali menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara
kita— yang selama ini seakan-akan disakralkan—haruslah ditelaah kembali untuk disempumakan
sesuai dengan kebutuhan zaman, Penyempumaan Undang-Undang Dasar ini penting untuk menjamin
agar Pemerintahan di masa-masa yang akan datang dapat makin dikembangkan sesuai dengan
Semangat demokrasi dan tuntutan ke arah perwujudan masyarakat madani yang kita cita-citakan.
Saya bersyukur bahwa Majelis yang mulia telah mengambil langkah-langkah nyata untuk lebih
menyempumakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, dengan tetap mempertahankan
Pembukaannya sebagai produk sejarah yang perlu terus kita lestarikan. Dengan makin sempurnanya
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Hukum Dasar negara, Insya Allah, kita akan memilixi landas?n
yang kokoh dalam upaya mengembangkan sistem hukum nasional yang kuat dan berkeadilan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah dan k mengenai
pentingnya prinsip supremasi hukum, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan budaya taat
hukum di kalangan masyarakat. Karena itu, qala_m kerangka sistem hukum kn’tg. Saya berusaha untuk

elemen-elemen materi hukum, sarana dan prasarana hukum, sumber daya manusia, dan budaya
hukum masyarakat, Dalam pembudayaan hukum dan keadilan serta prinisip- prinsip hak asasi
manusia, peranan k pinan yang memiliki komi 1 yang tinggi untuk menegakkan hukurm dan
menggerakkan bekerjanya sistem hukum itu sangatlah penting.

Dalam upaya memasyarakatkan dan membudayakan kesadaran hukum ini, saya berusaha sungguh-
sungguh menyelesaikan Segala permasalahan menurut aturan hukum yang beraku. Memang sangat
banyak masalah yang harus kita dalam rangka gakan hukum, sehingga ada saja
orang yang merasa tidak sabar dan ada pula yang ragu akan kesungguhan Pemerintah dalam
melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Namun, kita tidak boleh berhenti berusaha untuk terus
memperjuangkan pelaksanaan supremasi hukum dengan tetap memegang teguh pada asas praduga
tidak bersalah dan prinsip hak asasi manusia.




Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sehubungan dengan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dapat saya
sampaikan bahwa cita-cita perjuangan kemerdekaan kita menghendaki tegaknya harkat dan martabat
kemanusiaan. Komitmen kita untuk kemajuan dan perfindungan hak-hak asasi manusia pada dasarnya
bersumber pada Pancasila --khususnya sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" -- yang telah
dirumuskan 3 tahun mendahului Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia oleh PBB pada
tahun 1946, T=kad Pemerintah untuk mewujudkan perfindungan hak asasi manusia. antara lain
ditunjukkan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. Untuk lebih meningkatkan
komitmen kita pada perfindungan hak-hak asasi manusia, maka pada tanggal 25 Juni 1998, kita telah
mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998-2003. yang memuat
empat pilar utama, yaitu:

Pertama, Pengesahan perangkat-perangkat konvensi intemasional tentang Hak Asasi Manusia,
Kedua, penyebariuasan dan pendidikan tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga, pemberian prioritas pada
perlindungan Hak Asasi Manusia yang paling mendasar. Keempat, pelaksanaan Konvensi Hak Asasi
Manusia yang telah disahkan termasuk menyampaikan laporan kepada badan-badan Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang bersangkutan.

Sejalan dengan rencana aksi tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan dua undang-undang mengenai
pengesahan perangkat hukum intemasional di bidang hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang No. 5
Tahun 1998 tentang "Pengesahan Konvensi Intemasional Menentang Penyiksaan dan Perfakuan atau
Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia”, dan Undang-
Undang No. 29 Tahun 1999 tentang “Pengesahan Konvensi Intemasional tentang Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Rasial".

Kita telah meratifikasi semua konvensi intemasional di bidang perburuhan yang menyangkut mengenai
larangan kerja paksa, tentang kebebasan berserikat dan berunding bersama, tentang diskriminasi
dalam pengupahan antara pekerja wanita dan laki-laki, tentang kebebasan berserikat dan
periindungan hak untuk berorganisasi, tentang penghapusan kerja paksa, tentang batas usia minimum
untuk diperbolehkan bekerja, dan tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. Di bidang
kelembagaan, pada bulan Oktober 1998 kita juga telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan
Terhadap Perempuan. Kesemua langkah-langkah tersebut menunjukkan tekad kuat Pemerintah untuk
meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia secara nyata di samping merupakan langkah yang
tepat pula dalam memperbaiki citra bangsa kita di mata dunia.

Selain itu kita telah mensahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia..
Undang-undang ini meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi
manusia. Dalam menegakkan hak asasi manusia F intah juga telah 1 sejumlah
tahanan politik. Kita tidak boleh melakukan penahanan hanya karena terdapat perbedaan sikap politik,
apalagi perbedaan sikap politik dengan pihak penguasa. Walaupun demikian, sikap politik yang
bertentangan dengan konstitusi ~misalnya memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia-
- sama sekali tidak dapat dil dan ditolerir. D jan harus tunduk pada
konstitusi, hukum, etika dan moral, yang sudah diletakkan oleh para pendiri Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Tentang penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Timor Timur pada pasca
jajak p pat, periu dik K bahwa hal itu ki i 1 kita untuk memajukan dan
melindungi hak asasi manusia. Untuk itu Pemerintah telah membantu pembentukan Komisi Penyelidik
Khusus oleh KOMNAS HAM. Untuk i proses huk ya, P i -- telah uk
suatu badan peradilan khusus pelanggaran hak-hak asasi manusia pasca jajak pendapat di Timor
Timur atas dasar pasal 104 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melalui
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (PERPU).




Dalam penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia seperti yang terjadi di Aceh
Maluku, Timor Timur, Irian Jaya, Kalimantan Barat, kasus tewasnya mahasiswa Trisakti maupun kasus
penculikan yang terjadi menjelang era reformasi — walaupun beberapa pelakunya sudah diadili -- kami
sependapat dengan bahwa per iannya masih periu dituntaskan lagi. Memang tidak
mudah untuk membuktikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi tersebut dan pemerintah dengan
segala kemampuan yang ada terus berupaya mengungkapkannya. Sekalipun demikian sebagai
Kepala Negara, saya merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap penyelesaian
masalah ini. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kelemahan dalam penyelesaian berbagai
pelanggaran hak asasi manusia tersebut, saya dengan hati yang tulus memohon maaf yang sebesar-
besarnya kepada keluarga korban. Kita tetap yakin bahwa yang salah itu tetap salah, dan pada suatu
waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu Insya Allah akan terungkap.

Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah saya mengajak Anggota Majelis yang terhormat untuk
sejenak menundukkan kepala sambil memanjatkan do'a, semoga arwah para korban -- baik dikenal
maupun tidak dikenal, baik di kalangan mahasiswa, masyarakat, maupun petugas keamanan — yang
gugur pada waktu menjelang dan selama era reformasi dapat diterima di sisi Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Pemurah.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

TAP MPR No.XI/MPR/1993 secara tegas y 1 perunya dilakuk 1 Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam rangka menghapuskan KKN di kalangan pegawai negeri sipil,
maka dedikasi dan profesionalisme pegawai neger sipil perlu ditingkatkan, seiring dengan perbaikan
imbalan yang mereka terima. Kita menginginkan birokrasi yang bersih, netral dan profesional.
Pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tidak boleh menjadi anggota atau pengurus partai politik
dimaksudkan untuk menjaga netralitas tersebut, Dengan demikian pegawai negeri sipil dapat

ikan 1 kepada masy secara i optimal, adil dan merata tanpa
mempertimbangkan golongan maupun aliran politik yang ada. Untuk mewujudkan itu, kita telah
meletakkan dasar- dasar pengaturan tentang pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Undang-
Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian.

Dalam hal penanganan masalah KKN, berbagai kebijakan dan upaya rasional serta sisteimatis terus
dilakukan dan dikembangkan baik yang bersifat preventif, represif maupun kuratif, Kebijakan preventif
dilakukan antara lain dengan memberikan pedoman kepada para penyelenggara negara tentang
langkah-langkah menghapuskan KKN. Termasuk juga dalam langkah preventif ini adalah pembuatan
Undang- Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN
dan pembaharuan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-
Undang NO.31 Tahun 1999, yang dilengkapi dengan sistem pembuktian yang lebih kondusif. Saat ini
sedang disiapkan pula Rancangan Undang-Undang tentang Pencucian Uang, dan Rancangan
Undang-Undang tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Secara struktural diciptakan lembaga Komisi F iksa K Peny Negara yang akan
segera berfungsi untuk iksa kekayaan peny negara guna gah praktek KKN
Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999, paling lambat dalam wakty 2 (dua) tahun akan
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari unsur Pemerintah dan
masyarakat.

Tindakan represif terhadap praktek KKN terus dilakukan baik melalui proses hukum administratif
antara lain melalui penghapusan fasilitas istimewa, hukum perdata, maupun hukum pidana, yang di
satu pihak dilakukan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum, di lain pihak tetap
harus menghormati asas praduga tidak bersalah serta nilai hak asasi manusia.



Langkah hukum administratif yang telah dilakukan meliputi pengenaan sanksi dan restruktirisasi
usaha, penataan ulang pengelolaan aset negara, penertiban penggunaan dana khusus antara lain
dana reboisasi. penghapusan monopoli, penindakan terhadap pejabat pegawai negeri sipil dan
pemeriksaan khusus terhadap Badan Usaha Milik Negara untuk meneliti kemungkinan adanya
pemborosan dan pemberian periakuan istimewa oleh akuntan publik.

Penghapusan KKN selama Kabinet Reformasi Pembangunan telah berhasil menyelamatkan uang
negara BUMN/BUMD sedikitnya Rp 31,9 trilyun dan 2 milyar dollar dalam berbagai bentuk seperti
penundaan investasi dan pengembalian uang negara. Selain itu penghapusan KKN diperkirakan
menghasilkan penghematan biay sebesar Rp 107 milyar dan 101 juta dollar per tahun.

Sedangkan proses hukum perdata antara lain dilakukan dengan cara pembatalan kontrak atau
perjanjian -- misalnya di bidang pertambangan dan kehutanan -- negosiasi hutang dan melalui gugatan
pengacara negara untuk menyelamatkan kekayaan negara. Melalui jalur perdata jumiah kekayaan
negara di dalam negeri yang dapat dipulihkan melalui proses litigasi dan non litigasi mencapai Rp
166,2 triliun.

Tindakan hukum pidana dilakukan dengan melimpahkan kasus KKN yang mengandung tindak pidana
khusus kepada kejaksaan. Dalam periode 21 Mei 1998 sampai dengan 30 Juni 1999, penyelidikan
kasus KKN naik sekitar 595 persen, penyidikan naik sekitar 349 persen dan penuntutan naik sekitar
321 persen, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penindakan tindak pidana
korupsi yang meningkat cukup tinggi ini, antara lain disebabkan oleh meningkatnya laporan dari
masyarakat.

Kita juga telah berusaha menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
mantan Presiden Soeharto sesuai amanat TAP No. XI/MPR/1998. Berbagai kalangan masyarakat
terus berusaha agar mantan Presiden Soeharto dapat segera diadili. Dorongan semangat demikian ini
pulalah yang menyebabkan Majelis yang mulia memberikan perlakuan yang sangat khusus kepada
mantan Presiden Soeharto, sehingga nama beliau dicantumkan dengan penekanan khusus dalam
ketentuan Pasal 4 TAP MPR tersebut. Tanpa adanya perakuan politis yang bersifat khusus ini,
ketetapan MPR jelas merupakan produk hukum yang berlaku universal bagi setiap warganegara, dan
pelaksanaannya dapat diselesaikan secara mumi oleh aparatur penegak hukum.

Namun, dengan adanya perfakuan politis yang bersifat khusus tersebut, penyelesaian kasus mantan
Presiden Soeharto itu terkait dengan erat dengan tanggung jawab Presiden yang wajib dilaporkan
kepada Majelis yang terhormat. Dalam melaksanakan amanat tersebut, saya harus pula
mempertimbangkan dinamika aspirasi politik yang terus b . Karena itu, per 1 kasus
dugaan KKN mantan Presiden Soeharto, kita tunggu sampai selesainya pemilihan umum Tujuannya
agar wakil-wakil rakyat hasil pemilihan umum dapat dilibatkan dalam menilai pelaksanaan amanat
Majelis yang terhormat.

Pemerintah telah melaksanakan langkah-langkah penyelesaian dugaan KKN mantan Presiden
Soeharto. Berdasarkan Keppres Nomor 97 Tahun 1998 dan Inpres Nomor 20 Tahun 1998 Pemerintah
telah menghentikan pemasukan dana-dana ke Yayasan dan mencabut semua ketentuan yang
dijadikan sebagai dasar perolehan dana bagi semua yayasan, termasuk yayasan yang dipimpin
mantan Presiden Soeharto. Pemerintah juga telah mencabut fasilitas bebas pajak bunga deposito dan
tabungan terhadap 11 yayasan. Pemerintah juga sudah melakukan audit legal dan finansial terhadap
yayasan yang menerima dana dan menarik kembali dana yayasan yang digunakan oleh kroni-kroni
mantan Presiden Soeharto. inasi i tujuh yayasan yang dipimpin mantan
Presiden Soeharto telah diserahkan kepada Pemerintah.

Setelah selesainya pelaksanaan pemilihan umum, saya telah melakukan prakarsa untuk mengadakan
tukar pikiran dan konsultasi dengan pimpinan Ppantai-partai politik yang terbukti benar-benar
mer K rakyat. Hasil dengan pimpinan partai politik yang berlangsung




di Istana Merdeka menghendaki agar proses penyelesaian kasus mantan Presiden Sceharto dapat
dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang beraku dengan tidak menutup mata terhadap kondisi
kesehatan mantan Presiden Soeharto dan perti gan jasa- beliau dalam gunan bangsa
dan negara. Atas dasar itulah, saya segera memerintahkan kepada aparatur penegak hukum untuk
menyelesaikan perkara dugaan KKN mantan Presiden Soeharto sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut penanganan kasus dugaan korupsi yang disangkakan terhadap mantan Presiden
Soeharto -- khususnya yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai Ketua Yayasan Dharma Bhakti
Sosial (Dharmais), Dana Abadi Karya Bhakti (DAKAB) dan Supersemar -- maka pada tanggal 27
September 1999, proses penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dengan memeriksa sejumliah
saksi yang terkait. Namun karena bukti-bukti yang ditemukan dianggap tidak cukup kuat, maka pada
tanggal 11 Oktober 1999, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan
(SP3) terhadap kasus yang berkaitan dengan ketiga yayasan tersebut.

Semua temuan yang ada tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur melawan hukum dan
unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta unsur menyalahgunakan
wewenang, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana
dipersangkakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Adapun terhadap keluarga
dan kroni mantan Presiden Soeharto, apabila cukup alat bukti tindak pidana, maka proses peradilan
harus dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai sejauh ini berdasarkan Surat Kementerian Kehakiman Austria yang disampaikan pada tanggal
1 September 1999 sebagai jawaban terhadap permohonan Jaksa Agung RI, disampaikan bahwa atas
dasar berbagai investigasi yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait di Austria, tidak terdeteksi
adanya arus uang kepada mantan Presiden Soeharto dan keluarga serta kroninya.

Dengan dikeluarkannya SP3 oleh aparat penegak hukum tersebut, tidak menutup kemungkinan
terhadap kasus-kasus lain untuk diproses sesuai peraturan perundangan yang berlaku, apabila
ditemukan cukup alat bukti yang kuat dan meyakinkan di masa yang akan datang.

Penindakan KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto, merupakan kasus KKN terbanyak
dengan nilai yang sangat besar. Penelitian atas KKN yang dilakukan oleh kroni mantan Presiden
Soeharto menunjukkan adanya ketidakwajaran seperti kontrak bisnis yang sangat menguntungkan

usaha tertentu, sumber daya alam yang berlebihan, dan peraturan
perundangan yang memberi dukungan khusus kepada kelompok usaha kroni tertentu yang tidak
sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

KKN yang melibatkan kroni mantan Presiden Soeharto terjadi hampir di semua sektor seperti

1, perkebunan, | minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, perhubungan,
pekerjaan umum, perdagangan, dan lain-lain. Penghapusan KKN yang melibatkan kroni mantan
Presiden Soeharto telah, sedang dan akan terus dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan,
kontrak dan perizinan yang telah diberikan kepada berbagai usaha kroni tersebut untuk selanjutnya
diubah atau dicabut, dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan dan hasilnya telah
dipublikasikan kepada masyarakat luas.

Dalam menangani masalah KKN mantan Presiden Soeharto, saya senantiasa berpegang teguh pada
prosedur hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme penegakan hukum.
sejalan dengan tekad kita untuk menegakkan supremasi hukum. Atas dasar itulah saya tetap
konsisten untuk tidak mempengaruhi jalannya proses penyelidikan maupun penyidikan, tanpa

npe ngkan perti dan nti subyektif saya.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;



Dalam penanganan kasus Bank Bali, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah sistematis antara
lain meminta Bank Indonesia untuk menempatkan dana sebesar Rp 546 milyar yang berhasil
dibekukan dan ditarik kembali oleh Bank Indonesia dan disimpan dalam rekening khusus Bank Bali
yang hanya bisa dicairkan jika mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Selanjutnya Pemerintah
mendorong proses peradilan tentang kasus Bank Bali dapat dilakukan secara transparan dan adil

Perlu saya tegaskan bahwa Presiden telah mendorong percepatan proses penyelidikan kasus Bank
Bali sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam pengusutan terhadap perkara Bank Bali
tersebut, beberapa pejabat tinggi telah dipanggil oleh pihak penyidik untuk dimintai keterangannya
sebagai saksi. Demikian pula beberapa orang yang diduga terlibat telah pula diperiksa sebagai
tersangka. Namun, kita perfu memberikan kesempatan agar proses hukum sesuai prosedur yang
berlaku dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Setiap orang berhak untuk menikmati prinsip-prinsip
hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah, sampai pengadilan memutuskannya.

Harus kita sadari bahwa dalam setiap Negara Hukum, salah dan benar adalah persoalan keadilan
yang harus ditentukan oleh pengadilan sesuai dengan prosedur hukum yang beraku. Siapapun yang
terbukti bersalah harus dikatakan salah. Tetapi siapapun yang terbukti benar, tidak mungkin kita
paksakan menjadi salah.

Keadilan berdasarkan hukum ini berlaku untuk semua warga negara, termasuk para pejabat tinggi dan
pejabat negara. Kita harus berpegang teguh pada penyelesaian melalui proses hukum, karena kalau
tidak maka peny nya pada pola pengadilan oleh media atau oleh
masyarakat —yang selain tidak mempunyai kekuatan hukum- juga membingungkan masyarakat serta
memberikan pertanda yang negatif terhadap pelaku ekonomi.

Dalam pemberantasan KKN, kita tidak boleh menggunakan jalan pintas melalui pendekatan
kekuasaan untuk menyeret dengan cepat orang-orang yang menurut opini masyarakat sudah
dianggap bersalah ke pengadilan dan segera menghukum mereka. Sekali cara ini kita tempuh, berarti
kita telah membenarkan pelanggaran prinsip-prinsip dasar penegakan keadjlan dan periindungan hak
asasi manusia, yang merupakan hal yang sentral dalam reformasi. Lebih jauh dan itu, jika cara itu
yang kita tempuh, berarti kita kembali menggunakan cara-cara lama ~yaitu pendekatan kekuasaan,
bukan pendekatan hukum- - dalam menangani masalah KKN.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sesuai TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang penanggulangan krisis di bidang sosial budaya yang
terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi, Pemerintah telah dan sedang melaksanakan Program Jaring
Pengaman Sosial (JPS). Program Jaring Pengaman Sosial --terutama di bidang kesehatan dan
pendidikan- telah banyak membantu masyarakat miskin dalam situasi krisis. Di samping Pemerintah,
para anggota juga turut dalam Program Jaring Pengaman
Sosial, termasuk dunia usaha dan Iembaga—lembaga swadaya masyarakat.

Penambahan jumlah penduduk miskin dan dampak yang terjadi akibat krisis dapat kita kurangi melalui
Program Jaring Pengaman Sosial tersebut. Melalui program ini, kita telah menyalurkan beras dengan
harga murah melalui kegiatan operasi pasar kepada sekitar 10 juta keluarga, menyalurkan beasiswa
kepada sekitar 4 juta anak-anak sekolah yang terancam putus sekolah, dan bantuan operasional bagi
sekitar 130 ribu sekolah dan madrasah di seluruh tanah air. Kita juga telah menyalurkan bantuan
operasional bagi sekitar 7.000 Puskesmas, serta menyediakan dana bagi program pemberdayaan
masyarakat yang menjangkau 36 ribu desa yang tersebar di seluruh tanah air. Dalam rangka
memelihara dan memperbaiki kondisi gizi anak-anak, Pemerintah juga telah melaksanakan pemberian
makanan tambahan anak sekolah bagi 8,1 juta anak yang tersebar di 52.482 sekolah dasar maupun
madrasah. Program JPS dan 1 kita dalam ikan tingkat inflasi dan meningkatkan
produksi serta distribusi pangan telah dirasakan sangat menngankan beban penduduk miskin.




Dari data survel SUSSENAS bulan Agustus 1999 dibandingkan dengan hasil survei yang sama pada
bulan Desember 1998, terindikasikan penurunan jumiah penduduk miskin sebesar 12 juta jiwa, atau
penurunan sebesar 25%, sehingga jumiah total penduduk miskin saat ini diperkirakan sebesar 37 juta
jiwa atau sebesar 17,6% dari total penduduk Indonesia. Data ini memberikan indikasi bahwa Program
Jaring Pengaman Sosial dan penekanan laju inflasi sangat membantu meringankan beban penduduk
miskin.

Beberapa kelemahan dan kebocoran dalam pelaksanaan Program Jaring Pengaman Sosial --
sebagaimana, dikritik oleh beberapa pihak— telah dikoreksi dengan memperhatikan masukan objektif
dari lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, serta didukung oleh Bank
Dunia. Sekarang ini pola pengelolaan JPS sudah dapat diperbaiki dan lebih transparan. Aparat
Pemerintah daerah bersifat proaktif mengamankan dan melakukan koreksi terhadap pelaksanaan
Program Jaring Pengaman Sosial di lapangan,

Dalam rangka reformasi di bidang agama dan sosial budaya, kita telah meletakkan dasar-dasar
penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan zakat yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 17
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji dan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat. Untuk memberikan pelayanan haji yang bermutu, telah diupayakan berbagai

dengan cara i aspek i pumakan sistem informasi melalui
Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, serta menyediakan fasilitas berupa asrama haji transit di 26
propinsi.

Undang-undang zakat bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan penggunaan zakat yang
penyelenggaraannya dijamin oleh aturan hukum yang adil dan mendapat dukungan politik dari
Pemerintah. Undang-undang ini mendudukkan secara jelas dan adil tentang pemungutan zakat dan
pembayaran pajak, sehingga per nya bersifat P dan dapat dipertanggungjawabkan

Walaupun dalam keadaan sulit, Pemerintah tetap berupaya meningkatkan sarana dan prasarana
ibadah, serta mendorong, kerukunan antarumat beragama. Perbaikan sarana dan prasarana ibadah
diprioritaskan pada perbaikan rumah-rumah ibadah yang rusak akibat amuk massa yang terjadi di
beberapa daerah seperti di Ambon, Kupang dan Sambas.

Dalam pembinaan akhlak yang mulia, Pemerintah terus menerus berupaya memantapkan pendidikan
agama dan budi pekerti di sekolah. Pemerintah juga melancarkan program keluarga sakinah yang
ditujukan untuk memantapkan ketahanan keluarga dalam menghadapi pengaruh global terutama untuk
mencegah perilaku-perilaku sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas agama.

Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dirasakan semakin

1, P i telah berbagai langkah penanggulangan melalui Badan
Koordinasi Narkotika Nasional, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999, Di
samping itu kita patut bersyukur bahwa masyarakat juga telah berpartisipasi secara aktif untuk
mencegah pengedaran narkotika dan obat-obat terlarang di lingkungannya masing- masing.

Permasalahan kependudukan yang merupakan aspek penting yang periu ditangani adalah masalah
pembangunan institusi penduduk lanjut usia. Langkah yang ditempuh Pemerintah dalam menghadapi
penduduk lanjut usia adalah melakukan program pembinaan dan bimbingan kepada keluarga yang
mempunyai anggota keluarga lanjut usia berupa iapan i usia lanjut, peli penduduk
usia lanjut dalam kegiatan produktif, dan peningl pelay serta 1 kepada penduduk
berusia lanjut. Pencapaian dari program ini cukup menggembirakan. Sedikitnya 800 ribu keluarga telah
bergabung dalam Kelompok Bina Keluarga Lanjut.

Dalam, membentuk visi bersama tentang masa depan Indonesia terutama di bidang sosial budaya,
Pemerintah telah i peny konsep ikiran, tinjauan dari berbagai perspektif, dan
arah kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam trar bangsa menuju Y




madani. Konsep pernikiran transformasi bangsa menuju masyarakat madani ini telah disampaikan
kepada para Anggota Majelis yang terhormat.

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Sebelum mengakhiri pidato pertanggungjawaban ini, perkenankanlah saya dengan segala kerendahan
hati untuk menyampaikan beberapa catatan yang mungkin bermanfaat dalam melanjutkan agenda
reformasi di masa yang akan datang.

Kalau kita renungkan lebih dalam, akan muncul pertanyaan di relung hati kita tentang apa
sesunggubnya hakikat reformasi dan mengapa kita melakukannya. Seperti kita ketahui, di manapun
reformasi terjadi karena Pemerintahan tidak memiliki legitimasi atau karena terjadinya krisis ekonomi
yang parah. Namun demikian, kalaupun nanti kedua pencetus timbuinya reformasi tersebut sudah
dapat diatasi --seperti kondisi ekonomi sudah pulih dan kuat, atau Pemerintahan baru yang memiliki
legitimasi dan kuat sudah terbentuk- - agenda reformasi tidak boleh berhenti dan harus terus
dijalankan secara i . Dengan demikian hakikat i itu adalah suatu proses pembaharuan
yang dilakukan terus menerus sesuai tuntutan dan perubahan yang terus berkembang.

Belajar dari perj 1 singkat dalam menj agenda i, saya juga ingin berbagi
pengalaman terutama tentang faktor-faktor yang merupakan hambatan atau rintangan yang dihadapi.
Sejauh ini, ada tiga hambatan utama dalam menjalankan agenda reformasi. Pertama, resistensi dari
pihak-pihak yang di masa lalu merupakan pihak yang diuntungkan oleh langkah-langkah dan kebijakan
Pemerintah kedua, resistensi dari para pengambil kebijakan; dan ketiga, resistensi dari birokrasi yang
selama berpultih tahun sudah terblasa bekerja dengan cara-cara lama. Ketiga hal ini perfu diperhatikan
dan dikelola dengan balk agar tidak menghambat proses reformasi di masa depan.

Pada kesempatan ini ~sebagai kesimpulan— saya kemukakan bahwa dalam menjalankan agenda
reformasi sudah banyak yang kita capai, misainya di bidang ekonomi inflasi sudah dapat dikendalikan.
nilai Rupiah sudah menguat, suku bunga telah menurun tajam, produksi dan distribusi sembilan bahan
pokok sudah kembali normal, demokrasi ekonomi secara bertahap sudah dapat ditegakkan, jumlah
penduduk miskin sudah dapat dikurangi, kemandirian Bank Indonesia sudah diwujudkan, pengaturan
lalu lintas dewsa dan sistem nilai tukar sudah ditetapkan, cadangan devisa sudah dapat ditingkatkan,

1 pusat dan daerah sudah mulai dilaksanakan, restrukturisasi
perbankan dan hutang swasta sedang dijalankan, pengelolaan sumber daya alam yang lebih
berorientasi pada ekonomi rakyat sudah dikembangkan.

Begitu pula di bidang politik, kita telah berhasil melaksana kan Pemilu yang demokratis jujur dan adil,
kebebasan pers sudah diwujudkan, kebebasan berserikat dan berkumpul yang selama ini didambakan
sudah menjadi kenyataan, netralitas TNI/POLRI dan pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan Pemilu
bs(ul-betul dapat ditegakkan, reformasi TNI telah dan akan terus dilaksanakan, tahanan dan

politik telah dil otonomi daerah telah mulai didorong dan secara bertahap akan
dllaksanakan partisipasi politik rakyat telah ditingkatkan yang ditunjukkan oleh tumbuh dan
berkembangnya banyak partai politik, keistimewaan Aceh juga sudah dapat kita laksanakan.

Di bidang hukum, berbagai p 1 telah di: perundangan yang tidak
sejalan dengan agenda reformasi sudan diganti, pemlsanan fungsn eksekum dan yudikatif telah
diwujudkan, itasan KKN tajal P gan tentang pemajuan dan

penghargaan terhadap hak asasi manusia telah dlsahkan

Di bidang sosial budaya dan agama, Program Jaring Pengaman Sosial telah dilaksanakan khususnya
di bidang pangan, kesehatan dan pendidikan, program jaminan penyelamatan sosial terhadap
kemiskinan telah dan akan terus dilaksanakan, pengaturan penyelenggaraaan haji dan zakat sudah
memiliki jaminan hukum, ikan sarana dan ibadah tetap dif 1. pencegahan




penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terfarang terus ditingkatkan, bahkan program di bidang
kependudukan khususnya penduduk berusia lanjut terus ditingkatkan

Semuanya itu barulah merupakan langkah awal dan perjalanan panjang reformasi bangsa terutama
jika diukur dari tingginya harapan dan cita-cita kita bersama. Cita-cita bersama itu adalan terwujudnya
transformasi kehidupan bangsa menuju kehidupan yang religius. humanis, bersatu. demokratis. dan
berkeadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar falsafah negara kita
Pancasila, Kita bisa berencana dan bekerja keras untuk merealisasikannya, tetapi semuanya akhirnya
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa jua-lah yang menentukan. Kita telah berikhtiar, kita juga sudah
berdoa'a, kini kita dituntut untuk bertawakkal dan menerima kenyataan yang ada

Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat;

Demikianlah pidato pe gaungj: yang saya ikan di hadapan sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang terhormat ini. Apa yang sudah dilakukan sesungguhnya merupakan
pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPR yang diamanatkan kepada saya, serta berbagai aspirasi
masyarakat yang disampaikan selama masa reformasi ini.

Dalam pi akumulasi 1an yang sangat kompleks, saya —dan seluruh

jajaran Kabinet Reformasi Pembangunan, serta seluruh komponen bangsa yang telah bekenja bahu-
telah berusaha imal mungkin untuk dapat ikannya. Namun iki 1

yang dapat saya dalam rangka 1akan reformasi menyeluruh dalam waktu

kurang lebih 512 hani atau 12.021 jam. Sebagai manusia biasa saya menyadari bahwa keseluruhan
krisis ~yang merupakan akumulasi persoalan dan kerusakan yang telah cukup lama terjadi-- tidak
mungkin dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat.

Sebagai penutup, melalui Ketua, para Wakil Ketua dan semua Anggota Majelis yang saya muliakan,
pada kesempatan yang berbahagia dan bersejarah ini saya ingin mengajak seluruh masyarakat
Indonesia untuk bersama-sama dan bersatu padu mengatasi persoalan yang masih belum
terselesaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati
kita semua.

Amin ya rabbal‘alamin.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.;

Presiden Republik Indonesia
Bacharuddin Jusuf Habibie
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PENUTUP
Pasal 7

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Sura( Keputusan Menteri 1
Nomor 214A/KEP/MENPEN/ 1984 tentang  Prosedur dan
mendapatkan SIUPP dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 8

Surat Keputusan ini mulsi berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

termyata kemudian terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan petbaikan

seperlunya.

Ditclapkar di : Jakarta
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Koperasi, atau swasta nasional yang  berdomisili i Indonesia,  atau yang
disisihkan/disediakan untuk menjalankan sesuatu usaha; )
Percetakan pers adalah perusahaan pereet
alat keperluan mencetak penerbitan pers:
. Karyawan pers adalah orang-orang yang mclakukan pekerjaan secara bersam;
dalam suatu kesatuan yang menghasilkan pencrbitan peri yang terdiri dari pe
penerbitan pers,  karyawan  pengusaha, Karyiw
administeasi/teknik d i karyawan pers lainnya,

dan

e

=

akan yang diperlengkapi dengan peranglat

o=

sama
sul

BAL il

PERSYARATAN UMUM PEMBLERIAN SIUPP

Pagal 2

Sctiap 1)cn|suha:m' ‘p St yaig L
yang dikeluarkan olch Ivlenteri |

i pencrbitan Rarue memililki SIUPP

ingai.



. Persya)

}
:

Pasal 3

Penerbitan pers hanya dapat di i kan oleh perasal pers sclaga

dimaksud dalam Pasal 1C Peraturan ini yang didirikan olel )

a. Scorang Warga Negara Inde:
Negara [ndonesia lainnya;

L. Pemerintah,

bersama dengan sedikit-dikitnya dua orang Warga

an-persyaratan untuk SIUPP ditetapkan demi tercapainya sasar

scbagai berikut ' T

a. Penycbarluasan informasi, berita dan pendapat di seluruh wilayah Nusantara dan di
luar negeri,

b. Keanckaragaman yang luas dari sumber-sumber pembimbing pendapat umum yang
positil;

c. Perlindungan atas kelanj dan p bangan penerbitan pers;

d. Peningkatan kesejahteraan karyawan Pers;

Pasal §

(1) Kepada setiap perusahaan pers dapat diberikan scbanyak-banyaknya 2 (dua)
SIUPP untuk ‘pencrbitan pers yang berbeda sifat dan periode terbitnya,

(2) Sctiap SIUPP hanya dapat dipergunakan untuk mencrbitkan satu jenis penerbitan.

(3) Proscdur dan persyaratan administratif untuk 1 kan SIUPP ditctapkan lebih
lanjut dengan Xeputusan Menteri Pencrangan.

Pasal 6

SIUPP diberikan kepada perusahaan pers untuk axencibiis

yang sesuai dengan domsili perusal yang ajul

v prencrbitan pers di tenipat

Pasal 7 !

Penerbitan pers yang i ggarakan olch perusabacin pers harus sesuni dengan
ketentuan-ketentuan yang tercastum dalam SIUPP.

Pasal 8

Sctiap pemes; SIUPP tidal dibenarkan mengaiinkan hak dan tanggangjawab
pengelolaan usahia penerbitannya kepada pihak lain.



BAB 111
BENTUK USATIA PENERBITAM PERS
Pasal 9

(1) Perusahaan pers harus  berbentuk  bada:
telah didalarkan dan/atan disalikan oleh ins
(2) Bentuk badan hukem perusabiaan Pers s
ini adalah Perseroan “T'erbatas, Kaperasi, Yayasan dan Badan Usaha Milik Megara,
(3) Ketentuan yang menyangkut perusahaan pers yang bebentuk Badan Uisalia Milik
Negara diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Penerangan.

hukua yang  Akte  l'or- | fasnya

(1) Pasal

asal 10
(1) Perusahaan pers didirikan oleh warganegara Indonesia,

(2) Bidang usaha perusahaan pers terbatas pada penctbitan per:
dengan atau tanpa percetakan pers.

Pasal 11

Pimpinan per wrs pkan pengasile dan personalia penei it
pers yang diterbitkannya dul;‘m suatu: Surat Keputusan yang didaltarkan pada
Departemen Penerangan.,

BAB 1V
PERMODALAN DAN PEMILIKAN PERUSAIAAN PERS ’
Pasal 12
(1) Modal Pendirian perusahaan pers harus selurihnya modal nasional

(2) Perusahaan pers serta pene: onunnya masing-masing dapat mencrima j

. bantuan’
atau sumbangan daci pihak dsml: dengan persetujuan Menieri Pencrang:

Pusal 13

(1) Perusahaan pers vajib memberikan kesempatan kepada

memperoleh saham atau bentuk kepe:
eKutan dengan ketentu
wian yang
Kurangnya 20 % dari mc

Karyawan pers untuk

n-ketentuan :
Lag! kesehuruhan w
l'llSil!lililill

i Ly dac perusaliaan pers vang

van - sekurang-



b. Kecuali untuk ying terseeu: dalam Pasal 15 ayac (2) Peraturan ini maka syaral
untuk memperoleh kesempatan diikutsertakan dalam kepemilikan, paling fambat
10 (scpuluh) tahun masa kerja; '

c. Saham atau bent sk kepemilik lainnya scl
tidak bolel jatul: ke tangan or
bersangkutan, dan olel karsr

ditaaksud hurul a Pasal inj

(2) Pengaturan Iebih lanjut mengena:
(1) Pasal ini ditentukan olch perus

Pasal 14

Jumlah modal kerja yang disediakan olch peru
" péinbiayaan pencrbitan pers secara {eralu
tahun.

thaan pers harus cukup untuk perlu

sckurang-kurangnya untuk  sclama

Pasal IS

(1) Untuk pengaturan kepemilikan modal Koperasi betlaku ketentuan. yang tereantum
dalam Undang-uncang Nomor 25 “Talun 1992 tentang Perkoperasion

(2) Sctiap karyawan pers diberi kescmpatan menjadi-anggola koperasi.

(3) Scpanjang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian atau dalam peraturan-pecaturan pelaksanaannya, maka ketentunn
tersebut dalam pecaturan ini berlaku pada perusahaan pers yang bet
scjaub tidak bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian din

Pasal 16

Perusahaan pers wajib membagi keuntungan kepada karyawannya sesuai dengan yang

ditentukan oleh  pcrusahaan pers masing-masing  dalam rangka peningkatan
kescjahteraan karyawan,

BAR V

NGASUH PEMLERBITAN PERS

Pasal 17

Pengasuh penerbitan pers sebaeai
memenuni ketentuan-ke cntuan -

al 11 Peraturan ini hars




1 dapat

megara [ndonesia yang tidak pernah inclakukan (indak pidana
tambal L i i I dalam Pasal 35 Kitab Undang-

dijatuhi huka:na:

undang Hukum Pidana;
b. Memahami benar-benar tugas, fungsi, hak das kew.

pekerjaannya di bidang pers secara profesional.

ajiban pers serta mer wabdi pada

Pasal 18

(1) Pemimpin Umum bertanggungjawab atas kescluruhan Jalannya pe

nebitan pers,
baik ke dalam maupun ke luar,

(2) Pemimpin Umum  dapat mclimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukam
kepada Pemiinpin Fedaksi sepanjang menyangkul isi penerbitan (redaksional) dan

kepada Pemimpin Perusal panjang menyangkui | I

pencibitan,

“(3) Pemimpin Redaksi bedanggungjavab atas Pelaksidndan’ fedaksional peierl
schari-hari dan berkewajiban menaati Kode Ftik Jurnalistik termasuk me!
Jawab dan korcksi.

Hanp;
i hak

(4) Pemimpin - Redaks — dapat limpahka

pgungjawabnya terhadap  hukam

mengenai suati tulisan/pemberitaan dalam penerbitan pers yang bersangkutan
kepada anggola redaksi atai kepada penulis berita/tulisan yang bersangkutan.

(5) Pemimpin Umum, Pemimpin Redaksi, Anggota Redaksi serta Penulis Tainne
sepanjang mereka berstatus schagai Wantawan datam mempertanggung:
sesuatu tulisan terhedap Fukum mempunyai Hak Tolak.

Pasal 19

Pengasuh pencrbitan pes secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dibolehkan menjadi
pengasuh pencrbitan pers: sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) penerbitan pers yang
berbeda sifat dan periode terbitnya.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAMN PERS

Pasal 20

(1) Karvawan pers berliak memperoleh jaminan kescialitzeaan dari perusahaan temjat
mercka bekerja.

perusalian peis vacs
bersanghuian, dan menaati koce etik profesinya mising-masing,



Pasal 21

(1) Apatila timbul sengketa dalam tubeh perasabaan pers  diselesaikan  dengan
musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah St.bdbal'
hasilkan mufakat, mas s
masalalinya kepada induk orgar
musyawarah dan mufzkat.

(3) Apabila sengk Lagai limaksud ayat (1) daw (2) Pasal ini tidak dapa
disel wn, masing-imasing pihak yang bers ela dapat membawa masalahnya
ke pengadilan,

ana dimaksud ayz: (1) Pasal ini tidak dapat
ihak yang bersengketa dapat micmbawa
sinya  untuk  dapai disclesaikan  sceara

BAB VI
- SANKSI -
Pasal 22

Barang siapa yang inenyclenggarakan pencrbitan pers tanpa SIUPP dikenakan
sanksi scbagaimana c¢imaksud dalam pasal 19 ayat (2) Undang-undang Momor 11
Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers scbagaimana telal ditmba’

dengan Undang-undarg Nomor 4 Tahun 1967 dan diubai dengan Undang-undang
Nomor 21 Tahun 1982.

Pasal 23
(1) Menteri Pencrangan dapat kan sanksi administratil atas pelangy;
scbagai berikut :

a. Perusahaan  pers melanggar k K L tersebut daluim
Pasal 12 ayat (1) scria tidak melaksanakan Pasal 13 ayat (l) Peraturan ini;

L. Perusahaan  pers riclakukan tindakan-tindakan yang tanpa persuuumu Menteri
Pencrangan menya ahi ki i uan ad rati! sl ditetapkan
oleh Menteri Penerangan;

c. Penerbitan harian t dak terbit secara teratur sclama 6 (enam) bulari;

d. Penerbitan minggunn tidak tereit sccara ter slama 8 (delapan) bulang

¢. Penerbitan tengah bulanan tidak terbit ses ama 10 (sepuluh) bulan:

f. Pencrbilan bulanan dan berkala lainnya tid
belas) bulan.

ak terbit seeara teratue sclama 12 (dua
'

(2) Sanksi administratil’ scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berupa

a.pe tan teruhis;

b. nembekuan izin untuk waktu tertentu;

c. penyclesaian melalui peng,



BAIY Vit
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum d atur dalam Perataran ini akan diatur dengan Keputusan Menteti
Penerangan tersendiri,

Pasal 25
Dengan ditetapkannyz Peraturan ini, maka Peraturan Micnteri Pencrangan RIE Nomaor
O1/Per/Menpen/ 1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers dinyatakan tidal

berlaku lagi

©TPasal 26 T e

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sctiap orang mengetahui, memerintahkan pencmpatan Peraturan ini dalim Berita
Negara Republik Indones

Ditctapkan di - Jakaita
Pada Tanggal s Juni 1998

MlJL-[i\MNI/\D YUNUS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden RI; (Sebagai laporan)

2. Para Menteri Kabinzt Reformasi Pembanganan;
3. Ketua DPR R

4. Distribusi. A dan 13 Deppen;

5. Ketua Dewan Py .

6. Organisasi-organisasi Pers
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SENARAI NAMA-NAMA RESPONDEN YANG TELAH DITEMUBUAL

Ahli Politik

No Hari Nama Jawatan Tempat
Bulan Temubual
Ahli Majlis
1 |22-07-2000 Ghazali Abbas Adan Permesyuaratan | Jakarta
Rakyat (MPR)
2 | 12-05-2000 Muhammad Yus Ketua Parti Banda Aceh
Persatuan
Pembangunan
(PPP) Wilayah
Aceh
3 | 06-06-2000 Seseorang yang tidak Ahli Parti Medan
mahu didedahkan namanya | Golkar
4 | 25-4-2000 Seseorang yang tidak Ahli Parti Banda Aceh
mahu didedahkan namanya | Keadilan (PK)
5 | 21-07-2000 Ahmad Farhan Hamid Ahli Parti Jakarta
Amanat
Nasional
(PAN)
Ahli Akademik
No Hari Nama Jawatan Tempat
Bulan Temubual
1 | 10-05-2000 Muhammad Abdurrahman | Pensyarah Banda Aceh
Institut Agama
Islam Ar-
Raniry, Aceh
2 | 19-07-2000 Saifuddin Rasyid Pensyarah Jakarta
Institut Agama
Islam Syarif
Hidayatullah,

Jakarta




15-05-2000

02-06-2000

20-04-2000

M. Adli Abdullah

M. Jamil

Azhari Yahya

Pensyarah
Undang-
undang
Universiti
Syiah Kuala

Pensyarah
Institut Agama
Islam, Medan

Pensyarah
Undang-
undang
Universiti
Syiah Kuala

N

Banda Aceh

Medan

Banda Aceh

Wartawan

No

Hari
Bulan

Nama

Jawatan

Tempat
Temubual

N

w

[

Ll

08-06-2000

15-05-2000

10-06-2000

13-05-2000

10-07-2000

Miswar Sulaiman

Asnawi Kumar

A. Dahlan TH

Ibnu Aban GT. Ulma

M. Taufiq Rahman

Wartawan
Akhbar
Waspada

Wartawan
Akhbar Aceh
Ekspres

Wartawan
Akhbar Suara
Karya

Wartawan
Akhbar
Serambi
Indonesia

Wartawan
Majalah
Mingguan
Ummat

Medan

Banda Aceh

Medan

Banda Aceh

Jakarta




6

12-07-2000

Tidak mahu didedahkan
namanya

Redaksi
Akhbar Suara
Pembaruan

Jakarta

Ahli Pertutjthan Islam

Hari
Bulan

Nama

Jawatan

Tempat
Temubual

18-07-2000

10-05-2000

12-05-2000

10-07-2000

07-07-2000

Chalidin Yacob

Mustafa Alaiyani

Hasanuddin Yusuf Adan

Sdr. Meka

Dadang Kahmad

Bekas Ketua
Persatuan
Pelajara Islam
Indonesia (PII)

Bekas Ketua
Pelajar Islam
Indonesia (PII)
Wilayah Aceh

Ahli Majlis
Tinggi
Persatuan
Pelajar Islam
Indonesia (PII)

Setaiusaha
Nahdhatul
Ulama (NU)
Wilayah Jakarta

Ketua
Muhammadiyah
Wilayah Jawa
Barat

Jakarta

Banda Aceh

Banda Aceh

Jakarta

Bandung




Mahasiswa

No

Hari
Bulan

Nama

Jawatan

Tempat
Temubual

1

S

w

05-05-2000

04-07-2000

02-05-2000

02-07-2000

04-06-2000

Nova Zuhra Abdullah

Kamaruzzaman

Efendi Hasan

De Ronnie

Bustami Arifin

Mahasiswa
fakulti
Pertanian, Univ.
Syiah Kuala,
Aceh

Mahasiswa
IAIN Sunan
Kalijaga,
Yogyakarta

Mahasiswa
IAIN Ar-Raniry,
Aceh

Mahasiswa
Fakulti Sosial &
Politik, Univ.
Muhammadiyah,
Yogyakarta

Mahasiswa
IAIN Sumatera
Utara

Banda Aceh

Yogyakarta

Banda Aceh

Yogyakarta

Medan
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B HAK ASASI MANUSIA

Setelah Bertemu Pak Harto

Sehari setelah pertemuan APEC, Bill Clinton menanyakan masalah Timor
Timur, pencabutan SIUPP, dan HAM kepada Presiden Soeharto.

EHADIRAN Presiden Amerika

Serikat Bill Clinton ke Indonesia
I :bukan cuma penting bagi para de-
legasi APEC. Sejumlah orang Indonesia
tampaknya punya harapan tersendiri pada
kedatangan presiden dari negara yang di-
juluki polisi dunia itu. Mereka adalah orang-
orang yang selama ini- mengaku scbagai
pejuang demokrasi dan hak asasi manusia
(HAM). Di negerinya, presiden yang usia-
nya belum lagi 50 tahun itu memang banyak
mengecam pelaksanaa HAM di sejumlah
negara berkembang. Siapa tahu, di sini pun
Clinton bersuara vokal, dan mampu mene-
kan pemerintah Indonesia.

Kebetulan sejumlah masalah sedang
ramai dibicarakan di Indonesia. Aksi buruh
di Medan, bulan April lalu, sempat me-
ngundang polemik. Soalnya, aksi dengan

tu — menuntut perbaikan
an gaji buruh — berkem-
ang menjadi brutal, Sejumlah bangunan
dan kendaraan dirusak, dan seorang pe-
ngusaha terbunuh. Aksi itu berbau rasi
2nti-Cina. Akibatnya, sejumlah tokoh
aksi dihadapkan ke pengadilan,
termasuk Kewa
Umum Serikat
Buruh Seluruh
Indonesia (SBSI)
Muchtar Pakpahan.

Pembatalan Surat Izin
Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) tabloid
Detik, majalah mingguan Tempo dan
Editor pun mendapat reaksi yang begi-

10 ramai, Sedangkan peristiwa Dili 12 _
November 1991, yang menewaskan
puluhan warga, ternyata belum dilu-
pakan, sekalipun pemerintah sudah 2§
menindak sejumlah perwira ABRIE 77

yang dianggapbertanggungJawab:25

halaman Kedutaan Besar Amerik Se-
rikat di Jalan Medan Merdeka Selatan *
Jakart, (Linac Melompat Pagar, Men-
cari Clinto

Sciama empatharidiIndonesis, Clin-
ton memang sempat menyinggung soal
HAM. Pada 16 November — schari sete-
lah pertemuan puricak para pemimpin
APEC — Clinton mengadakan perte-~
muan dua tahap dengan Presiden Soe-
harto di Istana Merdeka, Jakarta. Wak-

Menteri Sekretaris Negara Moerdiono dan
Menteri Luar Negeri Al Alatas. Sedangkan
Bill Clinton didampingi Menteri Luar
Negeri Warren Christopher dan scorang
pejabat senior Dewan Keamanan Nasional
Amerika Serikat.

Dalam pertemuan tahap pertama selama
90 menit — rencana semula hanya 30 menit
— Clinton menyinggung masalah Timor
Timur, HAM, dan secara sepintas tentang

SIUPP.

menerima penggabungan ity jusiru uniuk
‘menghormati hak asass mercka itu. Bila
kemudian terjadi peritiwa 12 November
1991, menurut Pak Harto kepada Clinton,
karena ada pihak tertente yang anti-inte-
grasi lalu melancarkan provokasi.

Mengenai 29 pemuda yang menginap di
Keduataan Besar Amerika Serikat, Presi-
den menycbut mereka sebagai anak-anak
muda yang tak tahu proses integrasi, kare-
nasaatitumereka belum lahir. "Mercka tak
mempunyai pembanding untuk melihat
Timor Timur sekarang dan Timor Timur
ketika di bawah kolonialisme Portugal
Kata Presiden, scbagaimana dikatakan
Moerdiono.

- Mengenai HAM dan kebebasan, menu-
rut Presiden Soeharto, Undang-Undan
Dasar 1945 menjamin kebebzsan warga
negara untuk berserikat, berkumpul, dan

dijawab
Presiden Soeharto. Menurut Moerdiono
kepada wartawan, Presiden secara panjang
lebar menjelaskan bah-
wa integrasi adalah
kehendak rakyat Ti-
mor Timur.
Indonesia bersedia

pendapat. Akan tetapi, apa
yang dijamin oleh UUD itu pelaksanaan-
nya diatur undang-undang
Jadi, menurut presiden, sekiranya
adatindakan pemerintah yang ol

diambil karena niereka melanggar
undang-undang. Scbagai contoh,
ditunjukkan Pak Harto mengenai
tindakan tegas yang dikenakan ter-
hadap aksi buruh di Medan. Bukan
hak buruh untuk mengeluarkan
perasaan yang dilarang, melainkan
mereka yang melancarkan hasutan se-
hingga menimbulkan keonaran dan keru-
+ suhan.
Soal pencabutan SIUPP itu, Presiden
Socharto menjelaskan: bukan hak warga
negara untuk mengeluarkan pendapat
dilarang, melainkan karena pemerintah
ingin menegakkan undang-undang —
dalam hal ini undang-undang pokok pers
Lalu apa hasil pembicaraan Soeharto -
Clinton itu? Ketika berpidato di depan
ratusan pengusaha yang lergabung dalam
Dewan Asia Pasifik Kamar Dagang

. Amerika (The Asia Pasific Councils of
Ame

dan Bl Clintoa, Bi

tuitu Presiden Soeharto

erica Chambers of Commerce) di Ja-. .
Convention Center,'16 November

§
anya.Is mengakui gemar mémba-
al HAM bila bertemu dengan
R panpemlmpmberbaum negara. Dari pen-
galaman it ia menemukan fakia bahwa
di dunia yang sangat beragam, yang ber-
beda-beda kebudayaan scrta tahap pem-

- bangunannya, tak ada model tunggal yan
dapat digunakan untuk mengatur masy:

. rakat. "Sesungguhnya Amerika sendiri
sedang berupaya memperbaiki keku-
rangan-kekurangan dan ketidakadilan di
dalam negeri,” katanya.

Priyono B. Sumbogo dan Lindo Joli
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A X
Acora talk show di sebuch radio swaste. ‘Terlalu panas.

£ RADIO SWASTA

Wiendinginkan Tallk Show Radie

Radio Trijaya kembali menggelar acara talk show. Tapi ada upaya agar
acara itu Jebih “dingin”. Pemerintah tak melarang, asalkan...

mendapat pengganti. Setelah Jakar-
ta Round Up (JRU), yang di"breidel”
Oktober lalu, sckarang muncul acara yang
amirip: Jakaria Firsi Channel (JFC). Dalam
keberapa kali siarannya, JFC memilih to-
ik masalah ekonomi dan bisnis. Menurut
gebuah sumber di Trijaya. JFC memang me-
witikberatkan topik acaranya pada masalah
awrsebut
Inilah agaknya yang membedakannya
dengan JRU almarhum, yang tampaknya

PENDENGAR setia Trijaya FM kini

terlalu mengandalkan isu sosial-politik.

log via telepon atau wawancara di studio.
Materi yang diulas menyangkut berbagai
hal — bisa ekonomi, budaya, agama, dan
politik — dan disampaikan dengan cara
yang sangat berani.

Itu pulalah — keberanian ity — teruta-
ma ciri khas JRU. Pengasuh acara dengan

dan tokoh yang diajak berdialog atau di-
wawancarai bebas mengungkapkan penda-
pat. Tak urung sodokan-sodokan pedas me-

luncur, baik kepada pelaku politik di luar

cetak: tabloid Derik, majulah Editor, dan
Tempo. Pemandu JRU — tanpa sikap kritis

— membiarkan Goenawan bicara seenak-
nya. Tentu saja ia menohok ke mana-mana,
terutama pemerintah;

Setelahitwlah JRUtamat. Salah seorang
pengasuhaya, Noor Pud Binarto, hengkang
dari Trijaya karena, konon, ditekan oleh pi-
hak tertentu s|apapcnmnn

Avhar sendiri mengakui bahwa metode
talk show JRU memang pedas. Atau menu-
rutistilah Wahyu Muryadi, salah scorang
penzasuh JRU. terlalu panas.” Tapi. scbi-

i . Wahyu tak menunjuk pe-
ran pemerintah dalam menghentikan J21

“ltw murni inisiatif kemi karena, seperti an-
juran Direktur Jenderal Radio, Televisi, dan
Film (RTF), kita sebaiknya self-censorship:

lah," kata Wahyu kepada Loyalia Agape |

Ndraha dari GATRA.

Sebulan agaknya cukup untuk menge
valuasi diri. Maka, awal November ini, mun-
cullah JFC. Acara ini mengudara pagi hari.
pukul 06.00 hingga 09.00, setiap Senin,
Selasa, Rabu, dan Kamis. Harinya sama den-
gan JRU, hanya beda jam penyiaran

Dari segi model siaran, JFC direncana
Kan mirip JRU. Umpamanya, tema-tema
yang akan diangkat diambil dari berita uta-
ma koran, termasuk masalah politik. Tapi
tema yang yang dipilih tak berpotensi mene-
undang "bahaya”. Pengasuh tampak klnlv
berhati-hati melontarkan pertanyaan. Te
san ada upay untuk mendinginki
sana". "Cooling down dululal),” b
lah Wahyu Muryadi, bekas wartawan Ten-
poitu. Dan ini yang terasa baru: hasil dia-
log dalam acara itu disimpulkan. Jadi, pen-
dengar digiring untuk tak membuat kesim-
pulan masing-masing. "Adapun merck
punya penilaian sendiri, itu di luar tange
jawab kami," ujar Avhar.

Trijaya hanyalah salah satu radio swasta
di Jakarta yang mengudarakan ralk show
dengan mengangkat berita-berita hangat
koran. Radio Delta FM, misalnya, scjuk
\gustus 1994 lalu, juga membuka acara

Namun, Oktober silam, acara jtu
udum Beredar kabar, JRU ler}.enn "gun :

a5uhJRU, mxsnlnya pernilh mens:

serupa. Namanya Pagi Meriah: Namun, saat
ini acara itu sedang dihentikan. Dilarang

ndang Ketua PB Nahdlatul Ul:

wng” ‘pemerintah.- Tapi-Avh
KomnsansU(amaTnjavn,mclumskmkabu

hman Wahnd —yang dengan :mcng me

bukan karena dila-
nng Kami berhenti karena kontrak dengan
pih

i Menurut dia, JRU telah
4dari wjuan semula, sebagai medidinformasi.
dan analisa tentang masalah ekonomi dan
visnis bagi profesional muda. "Nyatanya
JRU lebih banyak membicarakan masalah
ain, terutama politik. Maka, kami sengaja

untuk per-

pengamat politik Australiavid telcpon, yang
dengan terbuka membahas perkembangan
polifik di Indonesia. Dengan begity, JRU
yang paling banyak menarik

vaikan," ujar Avhar. 2

Sekadar mengingatkan, JRU digelar
empat kali seminggu, Senin hingga Kamis
pokul 07.00 sampai 09.00 pagi:Mulai meng-
odaratahun 1990 — hampir bersamaan de-
wgan berdiinga Racio Trijaya: Acara talk

e ini nvatanya mengulas isu hangal di

pendengar dan iklan, meski bukan yang p:
ling diminati. Begitu kata Avhar N\zobz

udah habis," kata Patrionto
dam,MnnnjerUmum Delta.
emerintah memang tak pernah merasa
menegur, menekan pengasuh, apalagi men-
cabuxnyawnmlhhaw."K;\lau adamasalah

pendekatan i rangka pembinaan,” ujar
DirckturJenderal RTF Alex Leo Zulkarnaen.
Artinya, radio-radio swasta bebas ime-

Oklohcrlnlu JRU oc-
nawan Mohamad, bekas Pemimpin Redak-
si Majalah Berita Mingguan Tempo yang
dilarang terbit itu. Tanpa segan-segan, Goe-
nawan mengecam pencabutan Surat Izin

wedia massa cetak,

Usaha rbitan Pers (STUPP) tiga media

"Asalkan jangan hanya
berani melempar masalah secara tak ber-
tanggung jawab, dan jangan sampai menim-
bulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Cumaitu pedomannya,” jar Alex Leo.

Friyono E. Sumbogo
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CoEEe A Ml

KOMPAS &+

Amanat Hatimurani Rakyat

—
<
Jumat, 7 Februari 1997

Mobil Kampanye Pemilu Harus Didaftarkan
Dulu

* Tidak Boleh Membawa Gambar Seseorang
Jakarta, Kompas

Pada kampanye Pemilu 1997 nanti Jjuru kampanye dan alat yang dipakai untuk kampanye harus
didaftarkan kepada penguasa setempat yang berwenang, yaitu polisi. Dan, semua mobil yang digunakan
berkaitan dengan kampanye juga harus didaftarkan lebih dahulu. Pemberitahuan dari OPP itu harus
ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen OPP.

Para peserta kampanye juga tidak diper! b: gambar "Termasuk gambar RI
satu (Presiden - Red) dan Ketua Umum OPP," tegas Kasubdit dan Pemb

Kol (Pol) Djamaludin Harahap, yang memberikan keterangan pers tentang petunjuk lapangan (Juklap)
Nomor JUKLAP/01/1/1997 yang dikeluarkan Mabes Polri, hari Kamis (6/2).

inan

Djamaludin Harahap dalam jumpa pers itu didampingi oleh Kadispen Polri Brigjen (Pol) Nurfaizi dan
Kasubbag Registrasi dan Identifikasi Kol (Pol) Mulyo Hadi, di Mabes Polri.

Petugas juga akan mencegah terjadinya arak-arakan di jalan raya dan himpunan massa yang cukup besar.
“Ini semua demi keamanan masyarakat luas. Jalan raya kan dipakai semua orang, kalau arak-arakan
dilakukan bisa macet dan mengganggu yang lainnya," kata Mulyo.

Pembatasan pemakaian kendaraan juga dilakukan dengan alasan yang sama. Kendaraan yang didaftar
tidak boleh terlalu banyak agar petugas bisa mengatur. Kepada polisi, organisasi peserta pemilu harus
memberitahukan jenis dan jumlah kendaraan yang digunakan, lokasi berkumpul dan jumlah massa yang
diangkut, serta waktu dan rute berangkat/kembali. Rute yang ditentukan adalah rute yang terpendek
untuk menuju lokasi kampanye atau kembalinya.

Pemberitahuan ini harus disampaikan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye
pemilu kepada pejabat kepolisian setempat (paling rendah Kapolres). Bila terjadi kelalaian sehingga
menyebabkan 1, maka akan dil sanksi berdasarkan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.

Jenis kendaraan yang digunakan untuk mengangkut massa organisasi harus sesuai dengan peruntukan.
Bila terpaksa menggunakan mobil berang/truk, wajib dilengkapi dinding setinggi 0,6 meter dan luas lantai
sekurang-kurangnya 0,4 meter per "Ini untuk i i jangan sampai terjadi penumpang
jatuh dari kendaraan ketika kendaraan itu berbelok," kata Mulyo.

genai partai ingan ber p , Harahap Polri hanya mengizinkan partai yang
diakui pemerintah. Sedangkan juru kampanye yang diizinkan untuk dipilih adalah orang yang tidak terlibat
G-30S PKI.

Petugas k isian dapat bubarkan, il atau il tindakan lain terhadap kegiatan
kampanye pemilihan umum (Pemilu) yang K p perundang- yang

berlaku. (pep/arn)

file://A:\mobi.htm 10/7/01
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diambil dari Kompas. Senin. 23 Desember 1990
Perubahan UL Pokok Pers
CATATAN HUKUM: SATY A ARINANTO. Fakultas Hukum Ul

MASALAI kemungkinan  perubahan UL (Undang-undang) Ketentnan-Ketemuan
Pokok Pers menghangat kembali akhir-akhir ini. Menurut Menteri Penerangan
Harmoko, ULi tersebut telah berlaku selama 14 tahun, karena itu harus disesuaikan,
khususnya  vang mencakup pengembangan icknologi - profesionalisme  dan
operasionalisasinya. (Kompas, 12/12)

Undang-undang No 21/1982 sebenarnya merupakan perubshan langsung dari UU Neo
11/1966. Sedangkarn ‘o 4/19G7, walaupun esensinya juga mengubah UL No
1171966, namun judul dan isi UU tersebut sebenarnya merupakan penambahan terhadap
UU No 11/1966. Dalam UU No 4/ 1967 tentang "Penambahan UU No 11/ 1966 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers" tersebut ditambahkan satu ayat dalam pasal 21 UU
No 11/1966, yang menegaskan bahwa dengan berlakunya UU No 11/1966 maka
ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No 4/1963 yang mengatur tentang
pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban
umum, khususnya mengenai buletin, surat kabar-surat kabar harian, majalah-majalah.
dan penerbitan-penerbitan berkala, dinyatakan tidak berlaku lagi

wkR

DALAM UU No 11/1966 yang lahir 21 tahun setelah berlakunya pasal 28 UUD 1943,
hak-hak pers untuk melakukan fungsi kontrol benar-benar dijamin. Karenanya, dapat
dikatakan bahwa UU No 11/1966 itu telah sesuai dengan jiwa pasal 28 UUD 1945
Misalnya, ketentuan pasal 3 UU tersebut menegaskan bahwa pers mempunyai hak
kontrol, kritik, dan kogeksi yang bersifat korektif dan kosntruktif. Namun, dalam UU
No 21/1982 kata "korektif" tadi dihilangkan.

Fenomena lain yang menarik dalam UU No 11/1966 ialah kedudukan pemerintah (yang
dalam beberapa pasal adalah "Menteri Penerangan") dan Dewan Pers adalah sejajar.
Karena itulah dalam beberapa pasal kita temui adanya rumusan "pemerintah bersama-
sama dengan Dewan Pers". Misalnya dalam ketentuan pasal 13 ayat (2) tentang
pengaturan terhadap wartawan dan dalam ketentuan pasal 18 ayat (2) tentang
pengaturan terhadap wartawan asing

Namun dalam UU No 21/1982, kedudukan Dewan Pers (yang juga diketuai Menpen)
menjadi berada di bawah Menpen, karena dalam UU tersebut rumusan "pemerintah
setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers" diubah menjadi "pemerintah setelah
mendengar pertimbangan Dewan Pers". Dengan demikian, ketentuan tersebut semakin
memperkukuh kedudukan Menpen dalam melakukan "pembi " terhadap pers.

Ketentuan lain yang juga menunjukkan sejalannya UU No 11/1966 dengan pasal 28
UUD 1945 adalah penegasan dalam pasal 5 ayat (1)-nya bahwa kebebasan pers sesuai
dengan hak asasi warga negara dijamin. Di samping itu ketentuan pasal 8-nva juga
menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang bersifat



sesual denean hakekat Demokrasi Pancasila (avat 1) dan untuk ini tidah
diperlukan Surat 1zin Terbit (ayat 2).

Namun dalam UU No 21/1982. ketentuan pasal 8 UL No 1171966 tersebut “diterohos”
dengan munculnya tambahan ayat baru vaitu pasal 13 yang memberikan kewcnangar
kepada pemerintah untuk "membelenggu" kehidupan pers. Tambahan ayat baru ter: schu'
pada intinya menegaskan bahwa setiap penerbitan pers vang diselenggarakan oleh
perusahzan pers memerlukan Surat lzin Usaha Penerl

n Pers (SIUPP) va
dikeluarkan pemerintah. Karena tidak termasuk dalam pengecualian yang disebutiar:
dalam pasal 1 angka 3 UU tersebut, maka pengertian "pemerintah" dalam UU ini adalah
ma dengan "Menteri Penerangan”.

BERDASARKAN pasal 13 ayat (5) UU No 21/1982 itulah Menpen kemudian
mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No 01/Per/Menpen/ 1984
tentang STUPP. Dengan adanya ketentuan ini, pers baik perusahaan maupun isi
beritanya, diperlakukan sebagai suatu perusahaan. Konsckuensinya, jika isi berita pers
tersebut  dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai "pers yang bebas dan
bertanggungjawab" maka perusahaan persnya dapat dibubarkan karena SIUPP-nya
dibatalkan Menpen.

Pembatalan STUPP dalam realitasnya sangat merugikan perusahaan pers. Betapa
banyaknya pihak yang mengalami kesengsaraan karena dibatalkannya STUPP. Menurut
Menpen Harmoko, dalam perub'\han UU Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang
direncanakan, ketentuan mengenai STUPP itu masih tetap akan ada karena "SIUPP itu
justru untuk melindungi penerbltan pers dan juga melindungi masyarakat" (Kompas,
12/12)

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di hati penulis, kalangan pers dan
pencrbuan manakah yang telah terlindungi dengan adanya ketentuan tentang SIUPP iru?
Telah texlmdungukah para wartawan dan keluarganya serta para pedagan asongan
dengan dibatalkannya STUPP media-media massa Sinar Harapan. Prioritas. Tempo.
Editor, dan Detik?

Dari segi hukum dapat dipertanyakan. bisakan suatu perusahaan pers dibubarian
semata-mata hanya karena isinya dianggap tidak lagi mencerminkan kehidupan pers
vang sehat dan pers yang bebas dan bertanggungjawab? Tolok ukur apakah yang dapat
dipergunakan suatu pers "bertanggungjawab" atau tidak? Apakah suatu pers yang justru
menyuarakan “"amanat hatinurani rakyat" dengan memberitakan sesuai dengan fakta
vang ada justru dinilai "tidak sehat" dan "tidak bertanggung jawab?"

Pembubaran perusahaan pers Larena isi beritanya sebenarnya tidak sesuai dengan nilai-
nilai "profesionalisme" dinyatakan Menpen. Karena itu, dalam perubahan
UU No 21/1982 vang akan datang nilai-nilai tersebut harus dipertimbangkan




Berkaitan dengan itu, penulis menilai telah tiba saatnya untuk mencabut Permenpen
tentang STUPP tersebut, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai profesionalisme pers dan
gejolak perubahan zaman yang makin mengarah pada keterbukaan.

(Satya Arinanto, Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara FH-UI



Lampiran XI



® ABRI

NASIONAL

Bila ABRI Kembali ke Khitah

Peranan sosial politik ABRI di lembaga legislatif digugat
kembali. Reaksi pro-kontra pun marak.

DPR, hari-hari belakangan ini makin
mencuat. Awalnya, tatkala Kepala So-
sial Politik (Kassospol) ABRI Letnan Jen-
deral TNI Susilo Bambang Yudhoyono ber-
harapagar anggota ABRI tetap duduk di lem-
baga legislatif, tak hanya di MPR, melain-
kanjugadi DPR. "Jumlahnya, bisa 100 orang.
75 orang. Bahkan kelak mungkin S0 atau 55
orang," kata Bambang Yudhoyono dalam se-
minar bertajuk "Penegakan HAM dalam
Agenda Nasional Reformasi sebagai Lang-
kah Memperkuat Demokrasi di Indonesia™,
di Jakarta, Selasa pekan lalu,
Pernyataan it lalu mengundang reaksi
Prof. Dr. Ismail Suny, pakar hukum tata nega-
ra Ul ak setuju ABRI duduk di DPR. Pasal-

PRO-KONTRA keberadaan ABRI di

kejut. "Saya seperti terloncat dari kursi keti-
ka membaca rekomendasi penelitian itu,”

benar lenyap, masyarakat sudah dewasa seca.
ra politik. Dan tentu ketika itu ABRI berse.
dia membatasi peran sospolnya. *

kondisi sekarang, saya tak yakin syarat-s
ratitu akan dapat dicapai pada tahun 2007,
ujarnya.

Dalam sejarah, konsep Dwifungsi ABRI,
telah diterima sebagai konsensus nasional
Secara formal, konsep yang dikembangkan
dari konsepsi "jalan tengah” Kepala Staf
Angkatan Darat Mayor Jenderal A.H. Nasu-
tion (kini jenderal besar purnawirawan) pada
November 1958 itu tclah diperkuat sejum-
ahl] huki

ujar mayor jenderal  oekas
Pangdam Tanjungpura itu, Maulani meno-
lak “ekses" pencrapan peran sospol ABRI
dalam penelitian ini dijadikan bukti bahwa
peran itu berbahaya, apalagi mengancam pro-
sesdemokrasi. "Ekses penerapan peran sos-
pol ABRI mungkin ada, tapi tak perlu meng-
hapus peranitu,” ujarnya.

Secara umum, Maulani menyetujui ana-
lisis penelitianitu. la pun tak menolak peran
sospol ABRI dikurangi bahkan dibatasi
hanya sampai tingkat MPR. "Tapi ketika pe-
nelitian menjadwalkan waktu pada tahun
2007, penelitian itu jadi berantakan,” ujar-
nya. Sebab, untuk sampai ke sana, katanya,
di isi tertentu

nya,UUD 194, ad;
tem untuk pemerintahan yang demokratis
melalui sistem pemilihan. Maka sesuai de-
ngan namanya. Dewan Perwakilan Rakyat,

a
k di ber-

dapat dicapai.
{Kondisi itu, antara lain, setiap anggota

masyarakat telah berperan secara fungsio-

nal, (masyarakat madani) yang satu sama
insali haru

anggota DPR haruslah mereka yang mew:
il kelompok-kelompok di

dasarkan pemilihan. Pengangkatan, menu-
rut Suny, hanya berlaku bagi utusan
golongan yang mewakili badan kolck-
tif sepenti serikat tani. guru, dan kope-

i . termasuk ABRI,

Masalahnya, pengangkatan akan
membawa konsekuensi serius. Akibat
pengangkatan anggota yang mencapai
62,5%itu, menurut Suny, presiden tak
bisa diberhentikan. "Untung saja Pak
Harto ada kesadaran untuk mundur.
Kalautidak, sampai 20 tahun lagi pun
ia masih berkuasa,” ujar Suny, yang
pernah dipenjarakan Soeharto karena
menggugat pengangkatan anggota
ABRIdiDPR itu.

Lembaga limu Pengetahuan Indo-
nesia (LIPI) pernah melakukan pene-
litian pada Februari 1995, atas permin-
taan Presiden Soeharto, tentang sistem
pemilihan umum dan Dwifungsi
ABRI. Kesimpulannya, antara lain,
bentuk penerapan sosial politik ABRT
di masa mendatang cukup di MPR.
Sedangkan anggota Fraksi

bertahap dikurangi, sehingga pada
tahun 2007 tak ada lagi wakil ABRI di
DPR. Tak dijelaskan bagaimana pene-
litian itu bisa mematok tahun 2007
sebagai tonggak mundurnya ABRI dari <
DPR.

ot

Maka pro dankontra pun waktu itu
marak. Z,A. Maulani, salah seoran,

g5 S, T
pengamat politik ABRI, misalnya, ter- - FRAXSI ABKI DI DPR, Dnemiseior on Bobluetr,

kuat, semangat politik aliran harus benar-

W

perti Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan
Pokok Pertahanan Kcamanan Negara

Disitu antara lain ditegaskan bahwa Ang-
Katan Bersenjata mempunyai fungsi keku-
atan pertahanan keamanan (hankam) dan
“kekuatan sosial politik” yang garis besar-
nyamenempatkan ABRI sebagai dinamisa-
tor dan stabilisator. Penempatan pertama —
hankam— telah diterima semua pihak,
memang. Namun, penempatan kedua —sosi-
al politik— menghadapi banyak gugatan
Dalam perkembangannya, konsep "jalan
tengah” Nasution yang menekankan ru? wuri
‘handayani ditinggalkan, lalu berubah men-
jadi ing ngarso sung tulodo, yang artinya
ABRI memimpin dan mengontrol kebijak-
sanaan,

Maka, sejak itu, peran sospol ABRImen-
jadi sangat dominan. ABRI pun mendapat
jatah kursi di DPR dan MPR. Pada 1967,
mula-mula ABRI mendapat jatah 43 kursi
dari 350 anggota DPR. Setahun kemu-
dian naik menjadi 75 orang (18%) dari
414 kursi DPR. Tahun 1969, ditetapkan
75 orang (16,6%) dari 450 anggota
dewan. Tahun 1985, jatah kursi ABRI
naik lagi menjadi 100 orang (20%) dari
500 anggota dewan. Maka, pada era re-
formasi sekarang, peranan Dwifungsi
ABRI pun digoyang, termasuk oleh Na-
sution, arsiteknya.

Bekas Menteri Dalam Negeri, Jende-
ral (purnawirawan) Rudini, berpendapat
bahwa duduknya ABRI di DPR bukan
keinginan ABRI. "Adanya ABRIdi DPR
itukan karena konsensus. Kalau itu diha-
pus, ABRI tak akan marah. Tapi, kem-
balikan haknya sebagai warga negara,”
ujar Rudini kepada para wartawan sele-
sai berbicara pada Seminar Kepolisian
NegaraRIdi Sespimpol, Lembang, Ban-
dung, Jumat pekan lalu.

Apa konsekuensinyabila ABRI kem-
bali ke "khitah"? Rudini khawatir akan
terjadi perpecahan di kalangan ABRI.
Contohnya, menurut bekas Kasad ini,
ketika Pemilu 1955 ia masih berpangkat
letnan. Peleton yang dipimpinnya ber-
anggotakan 40 orang: di antaranya, 15
memilih PKI, 10 memilih NU. "Kalau
yang bikin huru-hara itu misalnya PKI,
anggota saya yang mendukung PKI pas-
ti tak mau memberantasnya, kan repot,”
vjar Rudini, enteng.

Hasn Syvior dan Akmal Nesery ba

40 OATRA, § AQUSTUS 1993
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KOLOM

H.Rosihan Anwar

ENTERI Perindustrian dan Perdagangan Rahardi
Ramelan sedinmaial T "
Ghalibjugasial, lantaran ICW (Indonesian Corrup-
tion Watch) mengungkapkan rekening banknya

yang bermilyar rupiah
Rahardisialkarena Majalah Tempo(21-27 Juni 1999) meng-
la

Rahardi, Korupsi
Dan Kebebasan Pers

Kalaupun terjadi Tempotidak mencek terlebih dahulu pada
Rahardi Ramelan dan istrinya, hal itu tidak berarti mengu-
rangi nilai kebenaran beritanya. er b, jelas disebutkan, salah
satu ber k beritaialah I\onm
Jenderal RI di Amerika, yang memberikan jaminan setelah
Nyonya Ramelan ketangkap basah, dan karena itu dibebas-
kan oleh

nm-m Ralur.
dvi' dung Isu Dolar, berhubung istri '
kap basah membaywa uang tunai sekitar US$ 350.000 dx sebu-
ah bandara Amerika Serikat.

Idellnyl, !enmllh wartawan m:nceLuﬂ:blh dahulu pada
tulisannya Tidaksela-
lub)s:dlharfplun jawaban memuaskan, apalagi para pejabat

Andi

Rahardibilang, isuiitu sengaja direkayasa.
Ghalib lak taduk e al. dici

Indonesi scjakrezim Orde Baru sudah terbiasa mermberikan
jawaban: "N di Amerika, jawaban begi-

i bunyi peribahasa Belanda: Sebuah kecelakaan tidak pernah
datang sendirian. Yang satu menyusul yang lin.
Wakeu Rahardi
buah restoran 22 Juni —istrinya Nyonya Tumby Astiani Rame-
lan hadir puls—elain menjelaskan tentang masalah produk-
1 gulsselaligus dia bicara entang "cuct uang”
(money laundering) yang diberitakan dilakukan
oleh istrinya. Pada kesempatan irw, Rahardi
kesomplok dengan wartawan Tempo Ali Nur
Yasin. Mercka bertengkar mulut, lalu nyaris
baku pukul, jika tidak lekas dilerai oleh warta-¢
‘wan, S
Meskipun merassdipermalulanolch prn-
beri i (L

Tod

dia tersebut, Karena, langkah membavwa ke
pengadian disnggap tidak ada gunanya, bah- §
anya akan meramaikan pemberitaan di
mediamassa. Yangjelas, pemberitaan iru meru- £
pakansustu kebohonganyang koror. Kejadian
itu tidak ada, ujar Rahardi Ramelan.
Jikaberit iru bohong, maka bukankah tersedia jalanyang

tu dijauhi o[eh para pe]zbu publik, karena o commient sama
artinya dengan mengaku salah.
Soal mencek informasi pada narasumber, wartawan seni-
or The Wishington Post, Bob Woodward, yang terkenal kare-
investigasinya dal: iwa W ucdic
Presiden Nixon, baru-baru ini menulis buku
berjudul Shadow. Di dalamnya terdapat, anta-
ra lain, cerita tentang affair Monica Lewinsky.
Pada suatu ketika, Clinton dan istrinya, Hil-
lary, berada dalam pesawat helikopter bersa-
ma-sama, dan selama penerbangan mereka ti-
dak sepatah kata pun bicara satu sama lain. Hil-
lary(zm ak mangkel, cape
Voodward mszapnmformasx itu da-
Mike McCurry,
Selm:nns Pers Presiden Clinton. Im diberi-
kan secara perspnal dan informal, namun toh
dlpzkal untuk penulisan dalam bulm Apakah
dengan menginnakan kesempatan percakap-
an santai untuk memperoleh informasi? Ada-
kah sang wartawan mencek terlebih dahulu kepada First Lady

beradabbagi Rahardi Ramelan,
nya, membantah berita itu? Menurut adab ,umahsnk pasti-
lah majalah itu akan memuat jawaban Ramelan. Akan tetapi,
jalan iw tidak ditempuh.
lasannya, dia tidak
masa, Tinggallah lalangan pengamat beranys- tanys, pa-

" L

Hillary Ci di? Jawaban-
nya: tidak.

Begitu budaya politik dan kerja pers bebas di Amerika. Ken-
dati Mike McCurryagak sebal, dia tidak punya pikiran untuk
menuntut atau mengadukan Bob Woodward.

., Dinegeri kita, kebebasan pers baru berjalan sarv ahun

kah ada soal Jain yang lebih besar yang

lajar au
Kank Tk

Sl]h jab: , maka

Rahardi? Mengaps dia tak berussha membersihk dlnnya
hdi

darinoda yang lekat? Ap iyang korup
schingga istrinya bisa memboyong uang dolar sebanyak itu?
Segepak pertanyaan lain bisa diajukan dalam keadaan dew

ekeesolch pers. Dilavakan bah.
wa pers telah kebablasan. Tapi sebenamya semua iru belum
api-apa.

sa ini, tatkala media massa lagi & g
soal-soal
Dari kalangan wartawan, diajuka
Tempo telah melanggar kode ctik junalistik deny
runnum:ng hlrsxknmelln karena tidskmela
e Adakm

n pertanyaan: tidakkah
n pembe-
recek

bagi

wartawan dalam menulis berita.

K
si sudah begitu menyebar luas hingga sekarang, antara lain
pada pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999, dalam KPU, sehingga
akan waktu panjang
"Karens itu, [7slah kebebasan pers. Bel kebebasan pers
jangan sampa lenyap. Hanya dengan kebebasan pers, bang-
saIndonesia bisa maju dan mempraktekkan demokrasi. B
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Kamis, 20 Mei 1999

Golkar Mulai Dicederai
* Empat Kendaraan Dirusak, Artis Pontang-panting

Jakarta, Kompas

=
Memasuki hari pertama kampanye Pemilu 1999 di lbu
Kompaslarb "\ anta hari Kamis (19/5), Partai Golkar sudah
text foto | dicederai massa. Empat kendaraan hias Golkar, yang
hendak mengikuti karnaval kendaraan hias partai politik
peserta pemilu, dirusak. Tiga truk hias dirusak massa di
Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), satunya lagi
di Jalan MH Thamrin. Akibat perusakan itu, Partai Golkar praktis urung
mengikuti karnaval untuk berpawai di lima wilayah Jakarta.

Namun karnaval secara keseluruhan berlangsung aman, tanpa korban.
Beberapa daerah rawan kerusuhan di Jakarta Timur, seperti JI Dewi
Sartika, Cililitan, serta JI Raya Bogor (Pasar Induk Kramatjati), dan Jakarta
Selatan seperti di wilayah Mampang dan Warung Buncit, terlihat aman

Berbeda dengan Partai Golkar, partai-partai lainnya justru

karnaval secara semarak untuk menarik massa. Meski hanya kendaraan
yang dirancang mengikuti karnaval, para pendukung partai ternyata juga
menyertakan kendaraan bermotor. Akibatnya, partai berpotensi massa
besar, seperti PDI Perj Partai F i (PPP),
Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tampak
mendominasi karnaval serta pawai di kelima wilayah DKI.

Menanggapi perusakan kendaraan hias, pimpinan DPD | Partai Golkar
DKI menyampaikan protes keras kepada Panitia Pemilihan Daerah tingkat
1 (PPD 1) DKI. Menurut Ade Surapriyatna, Wakil Ketua DPD | Golkar DKI,
panitia tidak mampu memberi jaminan keamanan. Padahal, Golkar telah
berupaya menaati aturan.

Sementara Ketua Panitia yang merangkap Ketua Komisi Program PPD I,
Taufik, meminta maaf kepada Partai Golkar. "Secara umum karnaval
berjalan baik. Kejadian yang menimpa Golkar benar-benar di luar N
antisipasi kami. Kami memang tidak mengistimewakan penjagaan pada
satu peserta tertentu,” kata Taufik

Ade, demikian juga Sekretaris Partai Golkar DKI HMU Fatommy Asaari
menegaskan, kejadian itu tidak akan membuat Partai Golkar membatalkan
kampanye di Jakarta.

Artis dicemooh

Perusakan empat mobil Golkar itu bermula ketika sekelompok pedagang
asongan dan massa penonton mencemooh kehadiran rombongan
kendaraan hias Partai Golkar sesaat mereka meninggalkan lapangan
selatan Monas. Cemoohan terutama diarahkan ke kendaraan yang
mengangkut artis, antara lain Renny Jayusman, Lilis Suryani, pelawak
Ginanjar, Komar, dan penyanyi dangdut Ida Elisa dan Indah Novita.

Para pencemooh menuduh para arlis dibayar Golkar. Sambil meledek,
massa melambai-lambaikan lembaran uang ribuan. "Mereka tidak dibayar
Golkar. Aris-artis itu memang kader partai,” ujar Ade Surapriyatna.
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Berkali-kali bungkus rokok, botol plastik air mineral, dan kayu juga
melayang ke ifing-iringan kendaraan Golkar. Para artis yang ketakutan
tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya duduk pasrah di dalam bak,
berlindung di balik lambang beringin yang terbuat dari bahan stereofoam
Beberapa di antaranya juga melepas rompi kuning. Bahkan Komar dan
Renny Jayusman mengeluarkan keringat dan wajah mereka pucat. Melihat
itu, massa tidak mengurangi aksinya. Sejumlah petugas satuan tugas
(Satgas) PDI Perjuangan, PPP dan PAN serta polisi yang mencoba
melindungi iring-iringan kendaraan Partai Golkar tidak kuasa menahan
amukan massa. Tiba-tiba saja seluruh hiasan di tiga mobil itu dicabik-
cabik.

Para artis berlompatan ke luar kendaraan. Sebzgian langsung dilindungi
Salgas keliga partai itu, dan dibawa kabur menumpang dua mobil Kijang
milik aktivis Golkar. Menurut Lilis, Renny Jayusman dan Indah Novita
mengalami cedera di pelipis karena jatuh saat melompat. Bahkan saking
takutnya, Ida Elisa melesat dan bersembunyi di WC umum portabel tidak
jauh dari tempat itu. "Setelah dirasa aman, baru dia menumpang ojek ke
Sekretariat DPD | Golkar," ungkap Lilis.

Tentang kasus perusakan kendaraan Golkar itu, Kepala Pusat Komando
Pengendali Operasi (Kapuskodalops) Polda Metro Jaya Kolone! (Pol)
Soenarko menyatakan akan mengambil tindakan. Namun untuk itu, pihak
kepolisian masih menunggu laporan dari Partai Golkar. "Sejauh ini, kami
belum terima laporan,” katanya.

Meriah

Acara pelepasan peserta Karnaval Pemilu di Monas dihadiri ribuan warga
sejak pukul 08.00. Para pedagang asongan, dan warga yang ingin
menyaksikan kendaraan hias tidak hanya memenuhi pinggir-pinggir
lapangan dan tepi tenda para tamu kehormatan, tetapi juga berdiri di
tengah lapangan upacara, bercampur dengan wartawan

Demikian juga massa berkumpul di sepanjang jalan yang menjadi rute
karnaval di kelima wilayah. Dengan membawa serta berbagai asesori
parpol, seperti bendera, pin, topi, dan simbol-simbol partai favorit masing-
masing, massa dengan sabar berdiri berjam-jam di tepi jalan menantikan
kedatangan parpol favorit mereka itu. Dari pantauan Kompas, PDI
Perjuangan dan PPP kemarin tampak mendominasi pawai di kelima
wilayah itu

Di wilayah Jakarta Timur, masyarakat yang menunggu karnaval mobil
parpol di bawah jembatan layang Pramuka-Matraman tidak bisa melihat
prosesi secara utuh. Mobil-mobil dan motor yang melewati JI Pramuka
inasi DI Perj PPP, dan PAN. Mobil dan motor
pendukung parpol lain tidak banyak jumlahnya

Di Jakarta Utara, peserta karnaval parpol umumnya tertib. (Tim Kompas) *
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